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BUPATI T'ORA.,A UTARA
PROVINSI STILAWESI SELATAIT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA*IA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TORA"IA UTARA,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat;

b. bahwa dalam rangka untuk mencegah tumbuh dan
berkembanslya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh -baru, serta untuk menjaga dan meningkatkan
kualitas dan fungsi perumahan dan permuklman, maka
perlu dilakukan upaya pencegahan dan peningfuatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. bahv"a untuk meleksanakan ketentuan Pasa! 98 ayat {3}
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perurnahan
dan Kawasan Permukiman, maka perlu Pengaturan
Penetapan Lokasi Perumatran dan Permukiman Kumuh di
Daerah dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, hunrf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tatrun L999 tentang Hak Asasi
Manusia (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun
L999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2OO2 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2
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BUPATI TORAJA UTARA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH 
DAN PERMUKIMAN KUMUH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
' 

BUPATI TORAJA UTARA, 

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 
hidup yang baik dan sehat; 

b. bahwa dalam rangka untuk mencegah tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru, serta untuk menjaga dan meningkatkan 
kualitas dan fungsi perumahan dan permuktman, maka 
perlu dilakukan upaya pencegahan dan peningkatan 
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman, maka perlu Pengaturan 
Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di 
Daerah dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 



4.

Nomor 134, Tambahan Iembaran
Indonesia Nomor 4242);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2
Tambahan kmbaran Negara Nomor 4725);5. Undang-Undang Nomor 2g Tah

Negara Republik

tentang Penataan
OO7 Nomor 68,

Pembentukan I(abupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8

un 2008 tentang

Nomor 101, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4874);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Oll terrtang Perumahan
dan Kawasan permukiman Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);7. Undang tentang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244 sebagaimana telah

-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

)

Nomor 23 Tahun 2Ol4

diubah beberapa kali tera}hir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang

tentangPemerintahan Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 567el;8. Peraturan pemerintah Nomor 8E Tahun 2Ol4 tentang
Pembinaan dan I(awasan

(Iembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320
Tambahan Iembaran Negara Nomor 5615);

9. Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pen Dan Kawasan permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20!.6 Nomor
101, Tambahan kmbaran Negara Republik Indoneeia
Nomor 5883);

10. Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan
Rakyat Nomor O2/pRT/Ml2Ot6 Tahun 2016 tentang
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan

Kumuh Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 172);

I 1, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan
Nasional Republik Indonesia Nomor I Tahun

2018 tentang Pedoman Penyueunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi,
Republik Indoneeia

Kabupaten dan Kota (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 394);

Kabupaten
Lembaran

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun
2010 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan
Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 1);
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Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4874); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang 
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 320, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5615); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5883); 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang 
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan 
Permukiman Kumuh (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 172); 

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang I Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor l); 
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KABUPATEN TORA.'A UTARA

dan

BUPATI TORA"IA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH
PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tora.ia utara Nomor I
Tahun 2oL3 tentang Bangunan Gedung (Iembaran Daerah
Kabupaten Torqia Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor 16
Tahun 2ol3 tentang Ketertiban umum (Lembaran Daerah
I(abupaten Toraja utara Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan
Iembaran Daerah Kabupaten Torqia Utara Nomor 3gl:

15. Peraturan Daerah l(abupaten Toraja utara Nomor 3
Tahun 2an tentang Rencana Tata Ruang wilayah
I(abupaten Tor4ia utara Tatrun 2ot2-2o32 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tora.ia utara Tahun zol2 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah I(abupaten Toraja utara
Nomor 23);

l6.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor 4
Tahun 2oL6 tentang Pembentukan dan susunan perangkat
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Toraja u,.ara Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Nomor 6l);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja utara Nomor
6 Tatrun 2ol8 tentang Sempadan Jalan dan sempadan
sungai (kmbaran Daerah Kabupaten Tora.ia utara
Tahun 2018 Nomor G, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Torqia Utara Nomor 63).

DAN
DAN

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Pusat adalah presiden Republik Indonesia

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 25); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 16 
Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 38); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Nomor 23); 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Toraja Utara Nomor 61); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 
6 Tahun 2018 tentang Sempadan Jalan dan Sempadan 
Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara 
Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Toraja Utara Nomor 63). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TORAJA UTARA 

dan 

BUPATI TORAJA UTARA 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN 
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKIMAN KUMUH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara. 
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 
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dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan der*'an
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintatran Daerah yang memimpin

urusan pemerintahan yang menjadi
daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah I(abupaten Torqia

Utara, yang selanjutnya disingftat DPRD Kabupaten
Toraja Utara adalah lembaga Perwakilarr Ralryat Daerah
eebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daeratr,

6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggat yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga., cermfuran harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagl

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan praaa:rana, sarana, dan utittas umum
sebagai haeil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu saflran perumahan yang

prasafana, safana, utili*.as umum, serta
penunjang kegatan fungsi lain di kawasarr

perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari

yang terdiri atas lebih dari satu satuan

10. Kawasan perrnukinran adalah bagian dari lingkungan
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan nraupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

11.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak
Layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggr, dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

kawasan
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dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan 
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja 

Utara, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten 
Toraja Utara adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai 
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan 
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, 
serta aset bagi pemiliknya. 

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari 
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang 
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum 
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 

8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang 
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang 
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan. 

9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan 
permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan 
permukiman. 

10. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan 
hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 
perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. 

11. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami 
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak 
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan 
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 
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l3.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghindari tumbuh dan berkembangrya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru.

14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningliatkan
kualitas bangunan serta prasarana, sarara, dan
utilitas umum.

15. Masyaralat Berpenghaeilan Rendatr yang selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar lisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,
dan nyaman.

17. Sarana adal,ah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

18. Utilitae umum adalah kelengkapa.n penunjang untuk
pelayanan lingkungan hunian.

19. Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan permukiman
Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh
dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati,
yang dipergunalan sebagai dasar dalam peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

20.Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut
Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian
dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah
dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana
lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan
persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan
untuk membangun kaveling tanah matang.

2l.l^n Mendirikan Bangunan yang selar{utnya disingkat
IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah
Kabupaten Toraja Utara kepada pemilik bangunan
gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan
persyaratan teknis yang berlaku.

22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata
ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan
peraturan zonasi.

23.Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yag
sel,anjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang
bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan
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13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk 
menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh baru. 

14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan 
kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan 
utilitas umum. 

15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk 
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, 
dan nyaman. 

1 7. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan h unian yang 
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan 
pengembangan kehidupan sosial, budaya, d34� ekonomi. 

18. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk 
pelayanan lingkungan hunian. 

19. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati, 
yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan 
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

20. Lingkungan Siap Bangunan, yang selanjutnya disebut 
Lisiba adalah sebidang tanah yang merupakan bagian 
dari Kasiba ataupun berdiri sendiri yang telah 
dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana 
lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan 
persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal 
atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan 
untuk membangun kaveling tanah matang. 

21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat 
IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah 
Kabupaten Toraja Utara kepada pemilik bangunan 
gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan 
gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 

22. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat 
RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata 
ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan 
peraturan zonasi. 

23. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yag 
selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang 
bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan 
untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan 
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bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana
umum dan panduan rancangan, rencana investasi,
ketentuan pengendalia* nencana dan pedoma*
pengendalian pelaksanaan pengembangan
lingkungan/kawasan.

24. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau
pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan
dan permukiman.

25. setiap orang adalatr orang perseorangan atau badan
hukum.

26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh
\rrarga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

27.Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orarlg
yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok
dikarenakan adani'a ikatan pemersatu, yaitu adanya visi,
kepentingan, dan kebutuhan yang sarna, sehingga
kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin
dicapai bersama.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. kriteria dan tipologi perumatran kumuh dan permukiman

kumuh;
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
c. peningkatan kualitas terhadap perumahari kumuh dan

permukiman kumuh;
d. penyediaan tanah;
e. pendanaan;
f. kewenangan Pemerintah Daerah; dan
g. peran serta masyarakat dan pola kemitraan.

BAB III

KRITERIA DAN TIPOI,OGI PERUMAHAN KUMUH
DfuT PERMUKIIYIAN KUMUH

Bagian Kesatu

Ikiteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 3

{1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan lrriteria yang digunakan untuk menentukan

rl

bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok 
ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana 
umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendalian rencana dan pedoman 
pengendalian pelaksanaan pengembangan 
lingkungan/kawasan. 

24. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau 
pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan 
dan permukiman. 

25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan 
hukum. 

26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh 
warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 

27. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang 
yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok 

kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga 
kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin 
dicapai bersama. 

B .. .\13 II 

RUANO LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh; 
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; 
d. penyediaan tanah; 
e. pendanaan; 
f. kewenangan Pemerintah Daerah; dan 
g. peran serta masyarakat dan pola kemitraan. 

BAB III 

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH 
DAN PERMUKIMAN KUMUH 

Bagian Kesatu 

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Pasal 3 

(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan 
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kondisi kekumuhan pada suatu perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

(2) I{riteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria
kekumuhan ditinjau dari:
a. bangunan gedung;
b. jalan lingkungan;
c. penyediaarr air rrrinum;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan air limbatr;
f. pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran.

Pasal 4

(1) Iftiteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a
mencakup:
a. ketidakteraturan bangunan;
b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak

sesuai dengan ketentuan rencana tata ruangi dan
c. kualitas bangunan y-ar-rg tidak memenuhi syarat.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (U huruf a merupakan kondisi bangunan
gedung pada perumahan dan permukiman:
a. tidak memenr-rhi ketentuan tata- hangunan elalam

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit
pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan
bangunan pada suatu znna; dart

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata
kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan
blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan
elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep
orientasi lingkungan, dan wajah jaiar-r.

(3) fingkat kepadatan bangunan yang tings yang tidak
sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
k-.ndisi hang,nan gecl-r-rng pad-a- penrmahan ct-an
permukiman dengan:
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi

ketentuan RDTR, dan/atau RTBL;
b. Koefisien L,antai Bangunan (KLB) yang melebihi

ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan

7

kondisi kekumuhan pada suatu perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. 

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria 
kekumuhan ditinjau dari: 
a. bangunan gedung; 
b. jalan lingkungan; 
c. penyediaan air minum; 
d. drainase lingkungan; 
e. pengelolaan air limbah; 
f. pengelolaan persampahan; dan 
,., proteksi kebakaran 6· '-"'� .l. �"" :�Q..l. (4.1. • 

Pasal 4 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a 
mencakup: 
a. ketidakteraturan bangunan; 
b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak 

sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan 
c. kualitas bangunan y8.J.1g tidak memenuhi syarat. 

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan 
gedung pada perumahan dan permukiman: 
a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam 

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), paling sedikit 
pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan 
bangunan pada suatu zona; dan 

b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata 
kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan 
dan Lingkungan (RTBL), paling sedikit pengaturan 
blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan 
elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep 
orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak 
sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
kondisi bangunan gedung pada perumahan dan 
permukiman dengan: 
a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi 

ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 
b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi 

ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan 
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c. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu
antara 200 (dua ratus) unit per hektar hingga lebih
dari 250 (dua ratus lima puluh) unit per hektar.

I 
^l 

l?-- -7:L^ ^ ti+i ii.uaft-ras taiig-rii-raii ]ai:.9 tidak frr€iitrerriihi syar-at
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
kondisi bangunan gedung pada perumatran dan
permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan
teknis, persvarafan tete hsnpunan dan persvarefan
keandalan bangunan.

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
a. pengendalian dampak lingkungan ;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di
bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;

c. keselamatan bangunan gedung;
d. kesehatan bangunan gedung;
e. keni'am6.iia-r bangunaii gedung; dan
f. kemudahan bangunan gedung.

Pasal 5

(1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL,
maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan
bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan
mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan
persetujuan men<iirikan bangunan untuk jansLa waktu
sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah
dengan mendapatkan pertimbangan dari rim Ahli
Bangunan Geciung [T'ABG}.

Pasal 6

(1) Ikiteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan
sefoagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b
mencakup:
a. jaringan jalan tingkungan tidak melayani seruruh

lingkungan perumahan atau permukiman; dan
b. kualitas permukaan jatan lingkungan buruk.

(2) Jaringan jaian iingkungan ddak meiayani seiuruh
lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (u huruf a merupakan kondisi
ssfongian lingkungan perumahan atau permukiman tidak
teriayani <iengan jaian iingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

t3

c. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu 
antara 200 (dua ratus) unit per hektar hingga lebih 
dari 250 (dua ratus lima puluh) unit per hektar. 

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
kondisi bangunan gedung pada perumahan dan 
permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan 
+ekrris, nP.rRvArAtAn ts:it.A banmrnan _ dan nP.rRvArAtAn 

, ... .I ""' , ... .I 

keandalan bangunan. 
(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 4) terdiri dari: 
a. pengendalian dampak lingkungan; 
b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di 

bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum; 
c. keselamatan bangunan gedung; 
d. kesehatan bangunan gedung; - , 'L..--�T--- --..JTT--0 ..,i __ 
C. ACUJCUU.CU . .lCUl UCl.l.ll:;\.U1CU1 l:;CUU.11!;, UCU.l 

f. kemudahan bangunan gedung. 

Pasal 5 

(1) Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/ atau RTBL, 
maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan 
bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan 
mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara. 

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki IMB dan 
persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu 
sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan 
kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah daerah 
dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli 
Bangunan Gedung (TABG). 

Pasal 6 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b 
mencakup: 
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh 

lingkungan perumahan atau permukiman; dan 
b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk. 

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seiuruh 
lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi 
sebagian lingkungan perumahan atau permukiman tidak 
terlayani dengan jalan lingkungan. 

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
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kondisi sebagran atau seluruh jalan lingkungan teq'adi
kerusakan permukaan jalan.

Pasal 7

(1) I{riteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c

mencakup:
e lretirlektcrsprliaan alrseq e.rng-ln qir tninrrrry Aqn

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap
individu sesuai standar yang berlaku.

(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana
rlirnoleerlrl nqrlq nrraf ( 1 I hrrnrf q rnprrrnalrqn lrnnrlioi

dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum
yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan
tidak berasa.

(3I Tidalr fe,rnenrrlrinrra Lplrrfrrlrqn air rninrrrn eetiant-,

individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum
masyarakat dalam lingkungan perumahan atau
rrcrrnrrkirnatt tidalr rrrFnr.gn li rnininrrol qr.hanrrak 6n letrern

puluh) liter/orang/hari.

Pasal 8

fl} Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungart
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d
mencakup:
a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan

limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan:

b. ketidaktersediaan drainase;
c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

d. tidal{ dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbatt
padatdan cair di dalamnya; dan

e. kualitas konstruksi drainase linglungan buruk.
(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan

limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan

sehagaimana dimaksrrd pada ayat (l!hunrf a mentpakan
kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak
mampu mengalirkan limpasan air sehingga

menimbulkan genangan dengan tingg lebih dari 30 cm

{tige pulrrh senfi mefer! selems lehih dar, ?. (drral inm

dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran

tersier- d-a:l.!atail salr:ra:r lok-a-! ticls-k tersedia--

o

kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi 
kerusakan permukaan jalan. 

Pasal 7 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c 
mencakup: 
a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan 
b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap 

individu sesuai standar yang berlaku. 
(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l} huruf a merupakan kondisi 
dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum 
yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan 
tidak berasa. 

(3} Tidak tPrnPn11 hin,r!=\ ---r-- .. ----- J - 
air win um c::.\Pti�n ----r 

individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum 
masyarakat dalam lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam 
puluh) liter/ orang/hari. 

Pasal 8 

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d 
mencakup: 
a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan 

limoasan air huian sehinzza menimbulkan aenanzan: - - _....,. - ....... . 

b. ketidaktersediaan drainase; 
c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan; 
d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah 

nadatdan cair di dalamnva: dan A . W e 

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. 
(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan 

limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan 
sebaeaimana dimaksud nada swat (1) huruf a merunakan 

'-' . . .I. . "" \ I .I. 

kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak 
mampu mengalirkan limpasan air sehingga 
menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm 
(tiP'A rmhrh sen+i merer] AP�mA 1Phih riari ?, Mns:i\ iarn 
\V ,1. I \ I., 

dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun. 
(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran 
tPrsiPr ,hin I .At!=\11 �l11r.At1 lnkBJ tidak tersedia. --- ----} ------, ------- ------ -- - 
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(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c merupa.kan
kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan
saluran pacia hrrarki ctiatasnya sehrngga menyebabkan
air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga teq'adi akumulasi 1imbah
padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimakeud pada
ayat (li huruf ci merupakan kon<iisr ciimana
pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik
berupa:

rutin; dan/atau
beri<aia.

(6) Kualitas konstruksi drainase buruk
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e merupakan
kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk,
karena berupa gallan tanah tanpa matenal pelaprs atau
penutup atau telah teq'adi kerusakan.

Pasal 9

(ii lftileria kekuruuirau tiiijqjau daui peugeioi atat ajt iiltu,alrr
sebagaimana dimaksud dalam pasal g ayat (2) huruf e
mencakup:
a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan

si;andar teicnis yang irerlaku; danlatau
b. prasarana dan sarana pengelol,aan ajr limbah Udak

memenuhi persyaratan teloris.
(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan

standar tei<nis yang beriaicu sebagaimana <iimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana
pengelolaan air limbah pada lingfuungan perumahan atau
permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu
tertiiri dari i€i<us/i{,ioset yang terhubung <iengan tangi<i
septik baik secara individual/domestik, komunal
maupun terpusat.

(3) Prasarana dan sarana
memenuhi pefilyaratan teknis sebagaimana <iimaksuti
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan
sanana pengelolaan air limbah pada perumahan atau
permukiman dimana:
a. kloset ieher angsa trdak terhubung clengan tangtci

septik; atau
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat

atau terpusat.

a,

b.

air limbah tidak

im

(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 
kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan 
sa.luran pada hirarki diatasnya sehingga menyebabkan 
air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. 

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah 
padat dan cair di dalamnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana 
pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik 
berupa: 
a. pemeliharaan rutin; dan/atau 
b. pemeiiharaan berkala, 

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan 
kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, 
karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau 
penutup atau telah terjadi kerusakan. 

Pasal 9 

[I] Krileria kekurnuhan ditinjau dari pengelolaan air lirnbah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e 
mencakup: 
a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan 

standar teknis yang berlaku; darr/atau 
b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tldak 

memenuhi persyaratan teknis. 
(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan 

standar teknis yang beriaku sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana 
pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu 
terdiri dari kakus/kioset yang terhubung dengan tangki 
septik baik secara individual/ domestik, komunal 
maupun terpusat. 

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak 
memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan 
sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau 
permukiman dimana: 
a. kloset Ieher angsa tidak terhubung dengan tangki 

septik; atau 
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat 

atau terpusat. 
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Pasal 10

(1) Ituiteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan
persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat
(2) huruf f mencakup:
a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai

dengan persyaratan teknis;
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi

persyaratan teknis; danlatau
c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana

pengelolaan persampahan sehingga terjadi
pencemara-n lingkungan sekitar oleh sampah, baik
sumber air bersih, ^r&nahr triaupun jariitgan drairiase.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan
persyaratan telsris gslegaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana prasrarana dan
sarana percampahaa pada lingkungan peramahan atanl
permukiman tidak memadai sebagai berikut:
a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala

domestik atau rumah tangga;
b. tempat pengtf,mpulan .sampah (TPS) af-au TPS 3R

(redtrce, reu.se, recyclel pada skala 1ingkungan;
penjelasan pasal

c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skata
lingkungan; dan

d. tempat pengolatran sampah terpadu (TPST) pada skala
lingkungan.

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi
persyaratan teloeis sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan
persampahan pada lingkungan perumahan atau
permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. pewadahan dan pemilahan domestik;
b. pengumpulan lingkungan;
c. pengangkutan lingftungan; dan
d. pengolahan lingkungan.

(4i Tidak terpeiiharanya sar€ura dan prasarana pengeioiaan
persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan
sekitar oleh sampatr, baik sumber air bersih, tanah
maupun jaringan drainase sebagaimana dimal<sud pada
---.-a ,l I r-----.f *^l---- l---^.1:*2 -Ij-..^-^ctJiLL ( r, rrt,l.r L(r u rrrcr ulrirtAarur rl(",rrtl.rttr rJulrar.rrtl

pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan
persampatran tidak dilaksanakan baik berupa:
a. pemeliharaan rutin; dan

11

Pasal 10 

( 1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan 
persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) huruf f mencakup: 
a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai 

dengan persyaratan teknis; 
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi 

persyaratan teknis; dan/atau 
c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana 

pengelolaan persampahan sehingga terjadi 
pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik 
sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase. 

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan 

permukiman tidak memadai sebagai berikut: 
a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala 

domestik atau rumah tangga; 
b. tempat pengump1..dan sampah {TPS) atau TPS 3R 

( reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan; 
penjelasan pasal 

c. gerobak sampah dan/ atau truk sampah pada skala 
lingkungan;dan 

d. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala 
lingkungan. 

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi 
persvaratan teknis sebagaimana dimaksud pada avat ( 1) 
huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan 
persampahan pada lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. pewadahan dan pemilahan domestik; 
b. pengumpulan lingkungan; 
c. pengangkutanlingkungan;dan 
d. pengolahan lingkungan. 

(4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan 
persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan 
sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah 
maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf c merupakan kondisi dimana 
pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan 
persampahan tidak dilaksanakan baik berupa: 
a. pemeliharaan rutin; dan 
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b. pemeliharaan berkala.

Pasal 11

(1) Kriteria- kekr-rrnrrhan difinja-r-r da-ri prafekti keha-kara.n
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf g
mencakup ketidaktersediaan :

a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
b. sarana proteksi kebakaran.

(2) Ketidal<tersediaan prasarana proteksi kebakaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi
kebakaran .yang meliputi:
a. pasokan air dari sumber dam maupun buatan;
b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya

kendaraan pemadam kebakaran ;

c. sarana komunikasi untuk pemberitatruan terjadinya
kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan

d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan.
(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b merupakan
kontiisi <iimana tidak terseciianya prasarana proteksi
kebakaran yang meliputi:
a. alat pemadam api ringan;
b. mobil pompa;
--. --.-t-.:! *------ *-*----: t--t---4--t----. J--r-:. rltutJrl LCurEiEa. $G$(ra.i .KerJuLulra.rl'; GaIi
d. peralatan pendukung lainnya.

Bagran Kedua

'Tir-a-!a-ai D^q'a+han IlrrrerrL .lar Dam'rl;i*^- L"-',f^
^rI 

#rrEr r i-arrrr..alrtarlir rlr.tiiiiii iiFii r=uiiiiiiii,iiiiir.ii.criiliiiiii

Pasal 12

(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara
geogralis.

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) , terdiri dari
perumahan kumuh dan permuiciman kumuh;
a. di tepi air;
b. di dataran;
c. di perbukitan; dan/atau
.l .I_: .'- ---t- -^__,^- t---u. (Ir rJiagla lt tar.wa tr rrgrl.r,ar.Irir..

(3) fipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaislalla dimaksud pada ayat (21 disesuaikan
dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Daerah.

t2

b. pemeliharaan berkala. 

Pasal 11 

(1) Kriteri�_ k�k1_1muh�,n ditinj�_u d�_ri protek�i keb�-k�"r�.n 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g 
mencakup ketidaktersediaan: 
a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau 
b. sarana proteksi kebakaran. 

(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi 
kebakaran yang meliputi: 
a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan; 
b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya 

kendaraan pemadam kebakaran; 
c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya 

kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan 
d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan. 

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 
kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi 
kebakaran yang meliputi: 
a. alat pemadam api ringan; 
b. mobil pompa; 
c. mobil tangga sesuai kcbutuhai1; dan 
d. peralatan pendukung lainnya. 

Bagian Kedua 
'T'.:-,...1,...� n.,,,_ ..... .._.,...1-,.. ..... v .... .._ .... h ,.i,..._ Perm .... 1,...: ....... ,.. ...... v .... .._ .... 1- 
.l J.}-'VJ.V5" .l \.,J. UJ..U.ti.J..lCU.J. .1.�UJ.J.J.UJ. UCU.J. J. · J. J.J..I.UA.l.1..1.J.C::U.J. .l.�UJ..I.J.UJ.J. 

Pasal 12 

(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara 
geografis. 

(2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 
perumahan kurnuh dan pennukiman kumuh: 
a. di tepi air; 
b. di dataran; 
c. di perbukitan; dan/atau 
d. di daerah rawan bencana, 

(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan 
dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Daerah. 
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(a) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus disesuaikan
dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGIryA PERUMAHAN KUMUH

DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 13

Pencegalran terhadap tumbuh dan berkembangrya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh bart.
dilaksanakan melalui:
a. pengawasan dan pengendnlian;
b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf I
Umum

Pasal 14

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf a dilakukan atas kesesuaian
tcriratiap;
a. periztnan;
b. standar teknis; dan
c. kelaikan fungsi.

{2} Kesesuaian terhadap perutnan dan standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap
pembangunan perumahan dan permukiman.

(3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap
pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan
perizinan.

Paragraf 2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
prizinan sebagaimana ciimaksuci daiam Pasai r4 ayat {ii
huruf a meliputi perjnnan terkait dengan lokasi dan

13

(4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disesuaikan 
dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang. 

BAB IV 

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN 
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH 

DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 13 

Pencegahan terhadap tumbuh dan 
perumahan kumuh dan permukiman 
dilaksanakan melalui: 
a. pengawasan dan pengendalian; 
b. pemberdayaan masyarakat. 

Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 14 

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 huruf a dilakukan atas kesesuaian 

berkembangnya 
kumuh baru 

, 1 1 
L�1HclUc:1J:J � 

a. perizinan; 
b. standar teknis; dan 
c. kelaikan fungsi. 

(2) Kesesuaian terhad?p teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b 
dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap 
pembangunan perumahan dan permukiman. 

(3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap 
pemanfaatan perumahan dan permukiman berdasarkan 
perizinan. 

Paragraf 2 

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 15 

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal i4 ayat (i) 
huruf a meliputi perizinan terkait dengan lokasi dan 
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perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan frsik
bangunan, prasarana, sarana dan utilitas.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
.-^-t-t--- --t----j---- l:--r-__-J -_l- ,.tl
ItCr tZtltlctt, l,cutn,B,aull'rtulir, (lurli ,Altlll,l Pa.(lia ar.Jir.L I {
dilakukan untuk menjamin:
a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang

direncanakan denganrencana tata ruang; dan
h.keternedrren reneAnn pengemhengan prasrrrna,

sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan
dan staridar teknis yang berlaku.

Pasal 16

(1) Pengawaean dan pengendalian keseeuaian terhadap
standar teloris scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
a. bangunan gedung;

b. jaian iingkungan;
penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;
pengelolaan air limbah;

c.

e.

c.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a -- --- --l -.t - - -- ------------t--_-_ .'_,-r. PcrrBEtu.li,lir.[ pcrsiauul,a1uir.u; r:14i1

g. poteksi kebakaran.
(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap

standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
rtr'!nLr r!:o- "+r+r rL rar.ia*rin.g!!u^r nvllJs..ili.

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai
ketentuan standar teknis yang berlaku;

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang
dibang-rn sesupj k-etentr;an sta-ndar 16kni-e rrano

kualitas bahan atau material yang
digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan
sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasai i7
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap

kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

ayat (1) hurufc dilakukan terhadap:
bangunan gedung;
jalan Iingkungan
penyediaan air minum;
drainase lingkungan;

air limbah;
pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

L4

perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik 
bangunan, prasarana, sarana dan utilitas. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
__ 1... _ -- • - - - - ...1.!- - 1- - •• ..l - - ...1 - - -- - ..&.. I 1 \ 
�Uc::1.lSc:1..llHC::U.ic:1 UUHcU\.i:>UU }1<1.Uc:1 c::1.y <1.L \ i J 

dilakukan untuk menjamin: 
a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang 

direncanakan denganrencana tata ruang; dan 
h. kPtP.rnAn118TI TP.nr.An8 nPTI.PP.mhATI.PATI nrA�rAnA. ,. ,. v v ,. , 

sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan 
dan standar teknis yang berlaku. 

Pasal 16 

( 1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: 
a. bangunan gedung; 
b. jalan lingkungan; 
c. penyediaan air minum; 
d. drainase lingkungan; 
e. pengelolaan air limbah; 
f. pe11gelolaa11 pensa.111.paha.11; dan 
g. poteksi kebakaran. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai 
ketentuan standar teknis yang berlaku; 

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang 
,HhQnann .QP.Q11R1 l<PtPnt11Qn _qhinnRr tPl<n1.Q lTRna -------o-·-- ----·-,- ---------·�-- --------,- -------- .1 �--o 

c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang 
digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan 
sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku. 

Pa8c::U i7 

( 1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat ( 1) huruf c dilakukan terhadap: 
a. bangunan gedung; 
b. jalan lingkungan; 
c. penyediaan air minum; 
d. drainase lingkungan; 
e. pengelolaan air limbah; 
f. pengelolaan persampahan; dan 
g. proteksi kebakaran. 
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(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan untuk menjamin:
a. kondisi sistem peiayanan, kuantitas kapasitas dan

dimensi serta kualitas bahan atau material yang
digunakan masih sesuai dengan kebutuhan
fungsionalnya masing- masing;

!^- !---.*J.:-l t-=1:=:-l:::t -*2---- !-----:=-^.. ---J'----* t^---4-rJ. lrt-lt(llsl llcr.rclrrrllE,rrrari lrarrBunairl BeALlng Desef-La

prasarana, sarana dan utilitas umum dalam
perumatran dan permukiman;

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta
nr^G^r^66 a!n!.a!!tt.! r{rtr.r rr}ili*aa rrnram +iAn7-l,AEruurBt sai(tlI.e yriii iiijiili ii iiiiiri]'ii ij-riii-fi'

mengurangi keberfungsiannya masing-masing.

Pasal 18

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditakukan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Tsta- Ca.ra. Pen gawa.sa-n cla-n Pen genda-lian

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan
berkembansrya perumatran kumuh dan permukiman
kumuh baru sebagaimana ciimaksuri daiam Pasai i4,
dilakukan dengan cara:
a. pemantauan;
b. evaluasi; darr

c. peialu'anr.
Pasal 20

(1) Pemantauan dalam rangka pelaksanaan pengawasan
dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 hurut a melalui:
a. pemantauan secara langsung dengan melakukan

pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi
kumuh; dan/atau

l^ -^*^*l^rr^- 
a:J^l- 1^-*^.'*- l^-*aq 

-o!^1-"!,-^qI,. IrGrrra.ill.dll*cur rrEt/GLra. r,r(lcl,.lt' rGurEo|JIrS r"rgrr6a.rr rllElcL.h,llrrcllr

pengamatan berdasarkan data dan informasi
mengenai lokasi yang terindikasi kumuh dan/atau
data pengaduan masyarakat maupun media massa.

(2) Pe-manfatran sehagaimana dimaksud peda ayrat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintatr Daeratr dengan
melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan secara berkala maupun insidentil.

15

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap 
kelayakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk menjamin: 
a. kondisi sistem peiayanan, kuantitas kapasitas dan 

dimensi serta kualitas bahan atau material yang 
digunakan masih sesuai dengan kebutuhan 
fungsionalnya masing-masing; 

t.. 1---...1.!-.! 1--1--.....S:--.---.!-- 1--�-------- --..J--�-- \.. ......... _ u. AUUU1�1 ACUca1u.115�1cu.1 ucu.15u.11cu.1 5cuu.115 UC�Cl u::t. 

prasarana, sarana dan utilitas umum dalam 
perumahan dan permukiman; 

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta 
'1'1�'1'1_., 
"4..I...L..1."4..L..L..L 

mengurangi keberfungsiannya masing-masing. 

Pasal 18 

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Paragraf 3 
T�t.A !:.Ar.A PPnP'.AW.AAAn ti.An PPnP'Pnn.A liim - - · - - - - - - - - u· - - - - - - -· · - - u- -· - - - - 

Pasal 19 

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru sebagaimana dimaksud daiam Pasai 14, 
dilakukan dengan cara: 
a. pemantauan; 
b. evaluasi; dan 

1 c, peiaporau. 
Pasal 20 

(1) Pemantauan dalam rangka pelaksanaan pengawasan 
dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 Y hurut a rnetatui: 
a. pemantauan secara langsung dengan melakukan 

pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi 
kumuh; dan/ atau 

'I-.... ..,... .,.... ...- � ................ Jlllt ...._ .,...,_ .,.,_ .......... �. �
 ,l ..,.._ 1 _ 1 �.,.,.... .,,,,,...,,,... ... .-.- ,_ ,l .,,.....,... .,.,,.� .... ......... """'1.-... 1...-"I: .. 1 .......... ..,..... s», �.u.1c:u.u .. c:u .. u:u.1. OC\,,C:U c::t uuc:lh 1c:u15ou.u5 ucu5c:u1 .u.1c1.C1Au..hcu..1 

pengamatan berdasarkan data dan informasi 
mengenai lokasi yang terindikasi kumuh dan/atau 
data pengaduan masyarakat maupun media massa. 

(2\ Pemanrauan sebaeaimana dimaksud nada avar ( 1 \ 
\ I ..... . .I, ., \ I 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan 
melibatkan peran masyarakat. 

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara berkala maupun insidentil. 
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Pasal 21

(1) Evaluasi dalam ranglra pencegahan tumbuh dan
berkembangrya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur
dan obyektif terhadap hasil pemantauan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimahsud pada ayat (U
Jir-t-^--.-l-^-. -r-L ,a*4.^-.:-.-l- B- ^--L ,I---^-^tJlrit.lt,$ir.lrir.raar.u rrlrll .r Glrlcl lllt ctlr Lriacr i*.rt ucr!Bia'rr

melibatkan peran masyarakat.
(3) Pemerintatr Daerah dapat dibantu oleh ahli yang

memiliki pengalaman dan pengetatruan memadai dalam
hal pennegahan dnn peningkafan krrnlitan ferhadnp
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disertai dengan rekomendasi pencegatran tumbuh dan
berkembangrrya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru' 

Pasa122

(1) Pelaporan dalam rangka pencegatran tumbuh dart
berkembarigrya perumatran kumuh dan permukiman
kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil
pemantauan dan evaluasi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
.J.ll-l-*.--. ^1-^.- ^r-L rr-44.-!--4.4r- rr!+-o-+1- .Jo+-^--diliai{Sanaa-i{ai[-r {ri(;Ir I- Eirrcr uri.a,rr ltir'Gr &ur rJ(;rrt,all

melibatkan peran masyarakat.
(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang

memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam
hal nencegahan den neninskefan krralitas ferhadan

perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 23

Ketentuan lebih laqiut terkait tata cara pelaksanaan

perrgawasanr tian pengerrtiaiian tiaiarn rangka perrcegairanr

terhadap perumatran kumuh dan permukiman kumuh
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan

bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui:

16

Pasal 21 

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur 
dan obyektif terhadap hasil pemantauan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
..3!1-1---- -1--�- 
UHd.1\..�id.1\..d..11 

-1-1- 
VlCH 

melibatkan peran masyarakat. 
(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam 
hA 1 ntmr.P.PA hnn rlAn nPninPkAtAn k11A lits::u; tP.rhA,iAn ... v ... v ,I, 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru. 

Pasal 22 

( 1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil 
pemantauan dan evaluasi. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
oleh Pemerintah Daer ah dengan 

melibatkan peran masyarakat. 
(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang 

memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam 
h.R I nP.nrPu.RhAn cfan nPninPk.RtAn kuA lit.Rs tP.rh::u1An 

.a. � .L c...., ..&.. 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
Pasal 23 

Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pelaksanaan 
'I 'l ... 'I ., 'I 'I 

pengawasan uan pengenuauan uararn rarrgxa pencegarran 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pemberdayaan Masyarakat 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 24 

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 huruf b dilakukan terhadap pemangku kepentingan 
bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui: 

16 



a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Paragraf 2

Pendampingan

Pasal 25

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
!------f - .li----!-.-,=J!---- .---r,-l- -----.:--*t--^l---- t---.--Jr--llrll rll .r. rrlular.Asrrlrlliir.il uILLLta rrf.efrllLgf{aEiaa1_r i{apasi.-t"as

masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi
peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
dalam bentuk:
a. penyuluhan;

b. pembimbingan; dan

c. bantuan teknis.

Pasal 26

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(21 huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan

informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan

kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap

tumbuh dan berkembanglya perumahan kumuh dart

permukimnn kttmrth.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa sosidiasi dan diseminasi.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 27

(1) Pembimbingan sebqgaimana dimaksud dalam Pasal 25

ayat (2) humf b merupakan kegiatan untuk memberikan

petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk
mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu

terkait pencegahan terhadap tumbuh dan

herkemhAngnvl perumehan kttmrrh dan nermtrkimen

kumuh.
(2) Pembimbingan sebagaimana dimahsud pada ayat (1)

dapat berupa:
- -- ---r^j--L.r- ---- !---- J-, !----!----- -t- -- - -----.---l--4-&.p€IriD-r-rri-u1-rrgafl iaEPaOar{elolrrlrulr'ul.asiJ.r'1.1's.aLt

b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan

c. pembimbingan kepada dunia usaha.

t7

a. pendampingan; dan 
b. pelayanan infonnasi. 

Paragraf 2 

Pendampingan 

Pasal 25 

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 
, r - ...1.! , . ...11 ---- . .L--1- .! , __ .J.., _ 1 _ ,...._ 
UUl Ul d. Ulll.ld..l\.bUUA.d.11 U.ULU.l\. 111C11111�U�d.11 Aa.pe1.s1..as 
masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi 
peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat. 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat 
dalam bentuk: 
a. penyuluhan; 
b. pembimbingan; dan 
c. bantuan teknis. 

Pasal 26 

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(2) huruf a merupakan kegiatan untuk memberikan 
informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan 
nerrnu kirnan kurnnh 
.L 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa sosialiasi dan diseminasi. 

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga. 

Pasal 27 

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan 
petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk 
mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu 
terkait pencegahan terhadap tumbuh dan 
hPrkPmhAngnyA pPrumAhsm kumnh nAn pPrmnkimAn 

kumuh. 
(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat berupa: 
- ,_. __ ,_. , ...,_ , __ , , , __ .,L_ 

d., JJC111U1111U111!,d.11 .l\.CjJd.Ud. .l\.ClU.llljJU.l\. 11.ld.bJd.1 d.A.d.L, 

b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan 
c. pembimbingan kepada dunia usaha. 
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Pasal 28

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan
bantuan yang bersifat teknis berupa:
a. fisik; dan
b. non-Iisik.

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (ii huruf a meiiputi:
a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan

gedung;

b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan
r.:- -t-..-- ---.rrrrE/r,LurBa.u,

c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase
lingkungan;

d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana
rilan n-^c6f^66 nir minrrm.u(gr lraeggqrg qu 

^^rgriaiit,

e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana
dan prasarana air limbah; dan

f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana
dan prasaraxa persampahan.

(3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
b. fasilitasi penyusunan norna, standar, prosedur, dan

kriteria;
c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan;
d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan
e. fasilitasi persiapan pelaksanaan keriasarna pemerintatr

swasta.

Pasal 29

Pendampingan sefoagaimana dimaksud dalam pasal 25
dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:
a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

melalui satuan kerja Perangkat Daerah yang
bertanggung jawab dalam urusan perumatran dan
permukiman;

b. pei:rdampiligaii dilaksaiiaka::r s€car-a berkala -rirrtuk

mencegah tumbuh dan berkembanglya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru;

c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan atrli,
akarlemi.si elenlatatr fokoh masvarakat varts me.miliki
pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal
pencegatran dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
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Pasal 28 

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (2) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan 
bantuan yang bersifat teknis berupa: 
a. fisik; dan 
b. non-fisik. 

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat [I] huruf a rneliputi: 
a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan 

gedung; 
b. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan jalan 

1·- �1-·-�- - .... - , 
lHl�UllfSd.11, 

c. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan drainase 
lingkungan; 

d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana 

e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana 
dan prasarana air limbah; dan 

f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana 
n An nrA QA rA n.A nPrQ.An, nA h An -�-- r- -·-- ----· r -- -----r----· 

(3) Bantuan teknis dalam bentuk non-fisik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. fasilitasi penyusunan perencanaan; 
b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria; 
c. fasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan; 
d. fasilitasi pengembangan altematif pembiayaan; dan 
e. fasilitasi persiapan pelaksanaan keriasama pemerintah 

swasta. 

Pasal 29 
Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut: 
a. pendampingan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

melalui satuan kerja Perangkat Daerah yang 
bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan 
permukiman; 

b. pendd.111p�1igan dilaksanakan secara berkala untuk 
mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh baru; 

c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, 
a ks-uiPmi�i ,i::m I ahm tnknh rnaavarn knt vanP rnerni'liki 

I � � � 

pengetahuan dan pengalaman memadai dalam hal 
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
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d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi
perumahan dan permukiman yang membutuhkan
pendampingan;

: ---;-*-:-4---- J:!-1-^-..-l---. -l---^-- ^--r-L:t- -l-l-.-r-.c. I,crrtlilruyrlrEicur LllriiArtcula.iaarr [igr-rta,n uerigoii]r Ciafiiiiii
mempela.iari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi
yang telah dibuat baik secara berkala nraupun sesuai
kebutuhan atau insidental;

h pendamningan dileksanekan herdssarken ,F.ncnne
pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan
sebelumnya.

Paragraf 3

Dalorrr:ra.rra f rafirrran a ci
^ v^BJ B^sr ^^^.vr^airlarl

Pasal 3O

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada
masyarakat dalam bentuk pemberitaan terkait upaya
pencegahan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada
ay-at iii rreliputi:
a. rencana tata ruang;
b. penataan bangunan dan lingkungan;
c. perizinan; dan
d sfanrlar nenrmehan dan Srermrrkiman

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh pemerintah Daerah untuk membuka
akses informasi bagi masyarakat.

(4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui
media elektronik dan/atau cetak atau secara langsung
kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yan;
mudah dipatrami.

BAB V

PENINGI(ATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 31

(1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
perrnukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi
dan perencanaan penanganan.

(2) Penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk

19

d. pendampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi 
perumahan dan permukiman yang membutuhkan 
pendampingan; 

....1 • -1'1 1. 1 ....1----�- .&..--1-1...!1- -1,..1... •• 1 •• 
e. peDufuupingan. uil�Sa1id.J{a.I"1 UCU!:',d.11 LCllCUlll Ud.llUlU 

mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi 
yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai 
kebutuhan atau insidental; 

h. nP.nilAmnings:m nil.A kAAnA kan herdasarkan renr-arra 
.L .L 4,...1 

pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

Paragraf 3 

Pasal 30 

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 huruf b merupakan kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat dalam bentuk pemberitaan terkait upaya 
pencegahan perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh. 

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada 
----..&.. /1 \ ---1.!- •• .&....!. 
d.J d.L \ .l J 111c;H}JU Ll, 

a. rencana tata ruang; 
b. penataan bangunan dan lingkungan; 
c. perizinan; dan 
d. stAnilAr nP.r11m.A hrrn rlAn nerrnu kirnan 

.L .L 

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membuka 
akses informasi bagi masyarakat. 

(4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi melalui 
media elektronik dan/atau cetak atau secara langsung 
kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang 
mudah dipahami. 

BABV 

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH 
DAN PERMUKIMAN KUMUH 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal 31 

(1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi 
dan perencanaan penanganan. 

(2) Penanganan terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk 
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mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan
permukiman secara berkelanjutan.

(3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam
av-at (li ,iilaktikan terha,lap petimahan kiir,iih da,:i
permukiman kumuh denga, luasan kurang dari 10 Ha
(sepuluh hekta are) yaflg meqiadi kewenangan
Pemerintatr Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
penrndang-rIndangan

(4) Peningkatan kuaritas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan
mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagran Kedua

Penetapan Iokasi
Paragraf 1

Umum

Pasal 32

(1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh wajib didahului proses pendataan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatlan
peran masyarakat.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi proses:

a. identilikasi lokasi; dan
b. penilaian lokasi.

(3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat l2l
huruf a, meliputi identifikasi terhadap:
a. satuan perumahan dan permukiman;
b. kondisi kekumuhan;
c. legalitas lahan; dan
d. pertimbangan lain.

Pasal 33

(1) Identifikasi terhadap satuan perumahan dan/atau
permukiman s6fongaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan
batasan atau lingkup entitas perumahan darr
permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi
dalam suatu wilayah.

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) untuk perumahan

20

mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan 
permukiman secara berkelanjutan. 

(3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam 
:----:-L /1\ -l.!1,...1---1--·- J..--1---1-- --------1--�- 1------1- ..l-- 
G\J G\L \ l. J UHG\fi.Ul\..C:U.1 LC111G\UG\},J },JC1 U1HC:U.1G\11 1\..U111UH UG\11 

permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 Ha 
(sepuluh hekta are) yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
nPrnnrfans:,-unnAnPAn. ·.1. v .. v 

(4) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan 
mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada 
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Penetapan Lokasi 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 32 

(1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh wajib didahului proses pendataan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan 
peran masyarakat. 

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi proses: 
a. identifikasi lokasi; dan 
b. penilaian lokasi. 

(3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a, meliputi identifikasi terhadap: 
a. satuan perumahan dan permukiman; 
b. kondisi kekumuhan; 
c. legalitas lahan; dan 
d. pertimbangan lain. 

Pasal 33 

(1) Identifikasi terhadap satuan perumahan dan/atau 
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan 
batasan atau lingkup entitas perumahan dan 
permukiman formal atau swadaya dari setiap lokasi 
dalam suatu wilayah. 

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan 
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dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan
fungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan
dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan
administratif pada tingkat rukun warga dan kelurahan
atau lembang.

Pasal 34

(1) Identifikasi terhadap kondisi kekumuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan
upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada
-..-r-- -.--:.,++ts.-4 .J-_ +,-q!,!-;_-_ rL-_ l^--_EllalLu lrsr urrrd,ir?il i-laitl PCIIJIUi{imaI-r atA,S €iasaf
permasalahan kondisi bangunan beserta sarana dan
prasarana pendukungrya.

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebag4imana dimaksud
pada alrat (,11 dilakrrkan herdasarkan kriteria penrmahan
kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 35

(1) Identilikasi terhadap legalitas lahan sebagaimana
d.rmaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c merupakan
tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas
lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan
l---r--l-uEr r Ltrlr lrqrcrr rSar.Iriill.

(2) Identilikasi terhadap legalitas lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
a. kejelasan status penguasaan lahan; dan
h- kesesrraian densen rencan e teta nrens.

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan kejelasan
terhadap status penguasaan lahan berupa:
a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat

hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan
status tanah lainnya yang sah; atau

b. kepemilikan pihak lain, dengan bukti inn
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah
c*-_r: 

-<ry.i!i!- +-*r!- l-l-ry L44L-t- ---.j---.!j-- .-r--t:-Gll.c.lt PErtrrrrlL Larld.lr Ltaiiailli iJEfiaul{ PelJanjiaIi EEf-LiiiiS

antara pemegang hak atas tanatr atau pemilik tanah
dengan pengguna tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang ssbagaimana
rlimnksud peda e"vat {2! hrrnrf h merrrnsken kesesrreien
terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang,
berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang
membidang tata ruang.

2t

dan permukiman formal dilakukan dengan pendekatan 
fungsional melalui identifikasi deliniasi. 

(3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan 
dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan 
administratif pada tingkat rukun warga dan kelurahan 
atau lembang. 

Pasal 34 

(1) Identifikasi terhadap kondisi kekumuhan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan 
upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada 
-··-··· --�·--'--- ...l-- •• ,_.___ -·-- ..J---- �ucu .. u 1,JCl UlllCUlCUl UGl.11 1,JCl lllUAJ.lllc:lU GlLGl� uc:1..::,c:a.1 

permasalahan kondisi bangunan beserta sarana dan 
prasarana pendukungnya. 

(2) ldentifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud 
naria avar (1) d'ilakrrkan berdaaarkan kriteria nP.n1mahan 
.L _, \ I .L 

kumuh dan permukiman kumuh. 

Pasal 35 

(1) ldentifikasi terhadap legalitas lahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) hurut c merupakan 
tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas 
lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan 
'---�.,. ----·- --- -�- Ut;ULUA yc11cu1�cu1cu1. 

(2) Identifikasi terhadap legalitas lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: 
a. kejelasan status penguasaan lahan; dan 
b. kP.RP-snaian dennan rencaria tata rrranc. 

i,,.I � 

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan 
terhadap status penguasaan lahan berupa: 
a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat 

hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan 
status tanah lainnya yang sah; atau 

b. kepemilikan pihak lain, dengan bukti izin 
pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah 

antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah 
dengan pengguna tanah. 

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana 
dirnaksnid nada avar {?,) huruf h merrrnaka n kP.SP.s11RiAn 

.J. .I \ I .L 

terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang, 
berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang 
membidangi tata ruang. 
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Pasal 36

(1) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d merupakan
tahap identifikasi terhadap beberapa hat lain yang
bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas
penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kr-rmr-r-h.

(2) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;
!- l---- ___ _t-- l__r_-__ - -r_ --u. n trPtrrrLtultLtnilu, ua-rtt

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi
perumahan atau permukiman pada:

a. fungsi strategis Daerah; atau
b. bukan fungsi strategis Daerah.

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (Zl

huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk
pada lokasi perumahan atau permukiman dengan
klasifikasi:
a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 1S0

(seratus lima puluh) jiwa/ha;
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara l5l-200

(seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus)
jiwa/ha;

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua
ratus satu sampai dengan empat ratus)jiwa/ha; dan

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400
(empat ratusljiwa/ha.

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf c merupakan
pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan
atau permukiman berupa:
a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat

dalam mendukung pembangunan;

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi
tertentu yang bersifat strategis bag masyarakat
setempat; darr

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.
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Pasal 36 

(1) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d merupakan 
tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang 
bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas 
penanganan perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh. 

(2) Identifikasi terhadap pertimbangan lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: 
a. nilai strategis lokasi; 
1_ , --- _,._ ...3. __ , - .s ; -- 
u. KCJ:JCHUUUUKc:l.U, Ui::U.1 

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 
(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi 
perumahan atau permukiman pada: 
a. fungsi strategis Daerah; atau 
b. bukan fungsi strategis Daerah. 

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk 
pada lokasi perumahan atau permukiman dengan 
klasifikasi: 
a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 

( seratus lima puluh) jiwa/ha; 
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151-200 

(seratus lima puluh satu sampai dengan dua ratus) 
jiwa/ha; 

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 (dua 
ratus satu sampai dengan empat ratus) jiwa/ha; dan 

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 
(empat ratus) jiwa/ha. 

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan 
pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan 
atau permukiman berupa: 
a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat 

dalam mendukung pembangunan; 
b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi 

tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat 
setempat; dan 

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan 
budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat. 
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Pasal 37

(1) Pendataan identifikasi lokasi perumatran kumuh dan
permukiman kumuh dilakukan oleh Perangkat Daeratr
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan
perumahan dan permukiman.

(2) Pendataan sebagaimana dimahsud pada ayat (1), juga
dilaksk-an dengan nrl€libar*a:! peran masysrsk-*1 ]'a.ng
terindikasi sebagai pemmahan kumuh dan permukiman
kumuh.

(3) Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan tata
clara" pcudai.arur itienlifiirasi iokasi pcruurairanr kumuir
dan permukiman kumuh.

(4) Format isian dan tata cara pendataan identifikasi lokasi
perumatran kumuh dan permukiman kumuh
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

(1) Penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi
yang teiah <iiiakuiran terha<iap aspek:

a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas lahan; dan

c. pertimbangan lain.
(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
klasilikasi:
a. kumuh kategori ringan;
b. kumuh kategori sedang; dan
c. kumuh kategori berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas

klasifikasi:
a. status lahan legal; dan

b. status lahan tidak legal.

(4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategori sedangi dan
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Pasal 37 

(1) Pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh dilakukan oleh Perangkat Daerah 
yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
perumahan dan permukiman. 

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 

terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh. 

(3) Pemerintah Daerah menyiapkan format isian dan tata 
... .J • 'I > • .,...., • '1 '1 • 'I, ., 1 

cara .fJ�HUcl.U::U:Ul 1U�lll111Kcl:S1 10Kc::l:S1 �ru111ana.u KUHlUH 

dan pennukiman kumuh. 
(4) Format isian dan tata cara pendataan identifikasi lokasi 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 38 

(1) Penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) 
huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi 
yang telah diiakukan terhadap aspek: 
a. kondisi kekumuhan; 
b. legalitas lahan; dan 
c. pertimbangan lain. 

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 
klasifikasi: 
a. kumuh kategori ringan; 
b. kumuh kategori sedang; dan 
c. kumuh kategori berat. 

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 
klasifikasi: 
a. status lahan legal; dan 
b. status lahan tidak legal. 

(4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 
a. pertimbangan lain kategori rendah; 
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan 
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c. pertimbangan lain kategori tinggi.
(5) Formul,asi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Ketentuan Penetapan Lpkasi

Pasa! 39
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (1) dilaktrkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk
Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi.

(2i Penetapan ioi<asi sebagaimana dimaksud pada ayat (i,
berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan,
dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam
menentukan pola penanganan perumatran kumuh dan
permukiman kumuh.

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai

dasar penentuan prioritas penanganan.

(4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditindaklaqiuti dengan perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang

dilakukan oleh Pemerintah Daeratr dengan melibatkan
masyarakat.

Pasal 40

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

ayat (1) dilenekapi dengan:

a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh; dan

b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman

k-unguh.

(2) Tabel daftff lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, berisi data terkait nafira lokasi, luas, lingkup
administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status
iairau tiatl priorii.as perratttl'uafi untuk seiiap itrkasi
perumatran kumuh dan permukiman kumuh yang

ditetapkan.
(3) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, dibuat datam suatu wilayah Daerah

berdasarkan tabel daftar lokasi.
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c. pertimbangan lain kategori tinggi. 
(5) Formulasi penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 2 

Ketentuan Penetapan Lokasi 

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk 
Keputusan Bupati berdasarkan hasil penilaian lokasi. 

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan, 
dan tipologi digunakan sebagai pertimbangan dalam 
menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh. 

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan aspek pertimbangan lain digunakan sebagai 
dasar penentuan prioritas penanganan. 

(4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan 
masyarakat. 

Pasal 40 

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (1) dilengkapi dengan: 
a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh; dan 
b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman 

lr111n11h. 

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup 
administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status 
Ialran <lau prioritas pern::t.uga.uau urrl.uk 8�uap lokeesi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
ditetapkan. 

(3) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, dibuat dalam suatu wilayah Daerah 
berdasarkan tabel daftar lokasi. 
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(4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

(1) Penetapan lokasi sebagairnana dimaksud pasal 32 ayat
(1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit I (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Peniqiauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan oleh Pemerintah Daeratr untuk mengetahui
pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari
penanganan yang telah dilakukan.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan mclalui proscs pcndataaa.
(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagran Ketigrt

Perencanaan Penanganan

Pasal 42

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan
berdasarkan penetapan lokasi sebngaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (4) dengan meribatkan masyarakat.

Pasal 43

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 dilakukan melalui tahap:
a. persiapan;
h sttnrpi.-_. _ --- . --,
c. penyusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep penanganan; dan
f -_ _ ._____ __ _ __r. l,suJ usui-raii i-eircaita pelrairgairair.

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaipasa
dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana
penangErnan jangka pendek, jangka menengah, dan/atau
jangka panjang beserta pembiayaannya.
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(4) Format kelengkapan penetapan lokasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 41 

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat 
(1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 5 (lima) tahun. 

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui 
pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari 
penanganan yang telah dilakukan. 

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 

Perencanaan Penanganan 

Pasal 42 

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanganan 
berdasarkan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (4) dengan melibatkan masyarakat. 

Pasal 43 

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 42 dilakukan melalui ta.hap: 
a. persiapan; 
b. survei: 
c. penyusunan data dan fakta; 
d. analisis; 
e. penyusunan konsep penanganan; dan 
f. penyusunan rencana penanganan. 

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa rencana 
penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/ atau 
jangka panjang beserta pembiayaannya. 
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan

penanganan seb"garmana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek

kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan.
(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

d.irencanakan dengan mempertimbangftan tipologi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melipu'ti:
a. pemugaran;
b. peremajaan; dan
c. pemukiman kembali.

{ ! Pelaksanann pemllgtraer.) peremnjaan, den,/atntt

pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikart

antara lain:
a. hak keperdataan masyarakat terdampak;

b. kondisi ekologis lokasi; dart

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat

terdamPak.
(5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintatr Daeratr

sesuai dengaii kein-enangarinS'a. d€fr$iii meliba".ka::t peraii

masyarakat.
Pasal 45

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 44 ayat (ii ciiatur <iengan ketentuan:

a. dalam hal l0kasi memiliki klasi{ikasi kekumuhan berat

dengarrstatuslalrarrlegal,makapolapenangananyang
dilakukan adalatr Peremajaan;

b. dalasa hpl lok-gsi memiliki kJe'sifikasi k'ek-uns'uhe:! berat

dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang

dilakukan adalah pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang

dengarr status laharr legal, maka pola penanganan yang

dilakukan adalah Peremajaan;
d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang

dengas status lahan ilegal, mal<a pola penanganan yang

dilakukan adalatr pemukiman kembali;
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan 
penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Pola Penanganan 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 44 

( 1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek 
kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan. 

(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pemugaran; 
b. peremajaan; dan 
c. pemukiman kembali. 

(4) PPlAkAAnRRn nPmlJP'ATRRn. neremaiaan. dan IAtAlJ 
\ ·, .&. � . . J .I. J I I . . • 

pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan 
antara lain: 
a. hak keperdataan masyarakat terdampak; 
b. kondisi ekologis lokasi; dan 
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat 

terdampak. 
(5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerinta.h Daerah 
sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran 
masyarakat. 

Pasal 45 

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat ( I] diatur dengan ketentuan: 
a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat 

dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang 
dilakukan adalah peremajaan; 

b. dalam ha! lokasi memiliki klasifikaei kekumuhan berat 
dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang 
dilakukan adalah pemukiman kembali; 

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang 
dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang 
dilakukan adalah peremajaan; 

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang 
dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang 
dilakukan adalah pemukiman kembali; 
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e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan
dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang
dilakukan adalatr pemugaran; dan

f -r^1^- t-^t t-.t-- -t -^^-:1:r-.: t-t-^:ct-- -: 1--t--.*.-t---^ ;---.-r. tJirLri,trrl rltu rLrr{illil lllclllllllll llra.Urrlrlil,\il lrEltl,lurUrrarl lurBilrr
dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang
ditakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 46

Pola penanganan perumahan krmuh dan permukiman
kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diatur dengan ketentuan:
a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan

l------t- .'^- ------t-,:-^- 
l-.-----t- .l.: -.-- -2- --l--iaulllun uiril pEr[runrrniilr rt't,trlrltrl r.tr ir,urtlt iarr, trlatltiil.

penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air
serta kelestarian air;

b. da-lam hal loka-si te..rmasrrk dalam t"ipolngi pen-tma-ha::

kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut
air serta kelestarian air dan tanah;

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan
karakteristik daya dukung tarrah, jenis tanah serta
kelestarian tanah;

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka
penanganan yang dilahukan harus memperhatikan
karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis

tanah serta kelestarian tanah; dart
e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumatran

kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan

bencana, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung
tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragral2

Pemugaran

Pasal 47

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau
pembangunan kembali perumahan dan permuiciman

menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana,
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e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan 
dengan status lahan legal, maka pola penanganan yang 
dilakukan adalah pemugaran; dan 

f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan 
dengan status lahan ilegal, maka pola penanganan yang 
dilakukan adalah pemukiman kembali. 

Pasal 46 

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diatur dengan ketentuan: 
a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka 
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan 
karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air 
serta kelestarian air; 

b. dalam hal Ioka'si termasuk dalam tipologi perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh qi tepi air, maka 
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan 
karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut 
air serta kelestarian air dan tanah; 

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka 
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan 
karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta 
kelestarian tanah; 

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka 
penanganan yang dilakukan harus memperhatikan 
karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis 
tanah serta kelestarian tanah; dan 

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan 
bencana, maka penanganan yang dilakukan harus 
memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung 
tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. 

Paragraf 2 

Pemugaran 

Pasal 47 

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/ atau 
pembangunan kembali perumahan dan permukiman 
menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. 

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, 
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sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan
fungsi sebagaimana semula

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
J-:1-l---t,- 

- - 
^t^t-.--: L^l^ - ^ -Ltrra.t1.trr,r.irul rUEr.,.ll.rl lil,rfap:

a. pra konstnrksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

Pasai 48

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan

flatrttlfictfElrt.
lrvtrruFrwst,

b. sostalisasi dan rerhbuk warga pada ffiasyafaks,t,
terdampak;

c. pendataan masyarakat terdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakatan.

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b meliputi:
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(3) Pemugaran pada tahap pa$ee konstruksl sebagainlana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3

Peremajaan

Pasal 49

(1| Peremajaan sebaeaimana dimaksud dalam pasal 44
ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi
rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik
guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni
rl o n m o o'ro rr1^\g1 Sgkj+.af .BBa Ml4gJGg

(2) Peremajaan sebagaimana difiraksud pada ayat (U
dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara
menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana,
dan/atau utilitas umum.

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat
tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

(4) Peremqiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
dilsk-uksn melelui +;shap :

a. pra konstruksi;
b. konstruksi; dan
c. pasca konstruksi.

m

sarana, dan/atau utilitas umum untuk mengembalikan 
fungsi sebagaimana semula 

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui tai'iap: 
a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi. 

Pasal 48 

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a meliputi: 
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan 

pemugaran; 
b. sosialisasi dart rembuk warga pada masyarekat 

terdampak; 
c. pendataan masyarakat terdampak; 
d. penyusunan rencana pemugaran; dan 
e. musyawarah untuk penyepakatan. 

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b meliputi: 
a. proses pelaksanaan konstruksi; dan 
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi. 

(3) Pemuga.ra.n pada ta.hap pasea konstruksi sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf c meliputi: 
a. pemanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 

Paragraf 3 

Peremajaan 

Pasal 49 

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 
ayat (3) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi 
rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik 
guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni 
rlon moc:,uoro kat c:,ol,1tor 
"""I.A.A.A. A.A.A.'-4\JJu...i.� ... - -u ..... A.�i..i.Lj,. 

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara 
menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, 
dan/atau utilitas umum. 

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat 
tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. 

(4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui tahap: 
a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi. 
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Pasal 5O

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sefuegaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (a) huruf a meliputi:
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan

peremqiaan;
b. penghunian sementara untuk masyarakat

terdampak;
c. sosialisasi dar, rembuk w-arga pada rrrasysraket

terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana peremajaan; dan
f. mr-rsyawara-h cl-an diskr-r-si penyepaka tan.

(2) Feremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b meliputi:
a. proses ganti rugi bagr masyarakat terdampak

berdasarkan hasil kesepakatan;
b, penghunian $Grnentare maeyarakat terdampak pada

lokasi lain;
c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada

lokasi permukiman eksisting;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaair konstruksi

peremqiaan; dan
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana
cl-ima-ksr-rct clafam Pasa-l 49 ayat (4! hr-rn-rf e melipr:ti:
a. peilranfaatan; dan
b. pemeliha-raan dan perbaikan.

Paragaf 4
rr^---1-j- ^ - t, ^*L ^l:rEllltll6'lllli:tll l\tilllui4 ll

Pasal 51

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat {3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan
kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang
lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan
penghuni dan masyarakat.

(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada
^---L l'l I J.:t-t---l- -.1^l--.! L^l^^^-aJa.t tr, [lllirurultanl ursralur LaIraP.

a. pra konstruksi;
b. konstruksi; darr
c. pasca konstruksi.

Pasal 52

(l) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a
meliputi:
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masyarakat untuk sementara 

Pasal 50 

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a meliputi: 
a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan 

peremajaan; 
b. penghunian 

terdampak; 
c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat 

terdampak; 
d. pendataan masyarakat terdampak; 
e. penyusunan rencana peremajaan; dan 
f. musyawarah nRn disknsi pPnyPpR kRfan 

(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b meliputi: 
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak 

berdasarkan hasil kesepakatan; 
b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada 

lokasi lain; 
c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada 

lokasi permukiman eksisting; 
d. pemantaua11 dan evaluasi pelaksanaaii konstruksi 

peremajaan; dan 
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak. 

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana 
nimRks11ci n;::ifam P;::innl 4Q RyRt (4) h11r11f r mP1ipufr 
a. pemanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 

Paragraf 4 

Pemukiman Kembali 

Pasal 51 

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam 
Pasalel+ ayat (3) huruf c dilakukan untuk mewujudkan 
kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang 
lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan 
penghuni dan masyarakat. 

(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan melalui tahap: 
a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi. 

Pasai 52 

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a 
meliputi: 
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a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas
lahan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat di
p-rumahan can permukiman kunnuh pada lokasi
rarilarl beneana;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana

pembongkara, pemukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan pemukiman kembali; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
{2} Pemukinnan }*embeli pad.a +.ahap kcns+,ruksi

sebagaimana dimaksud dalarn Fasal E t ayat (2) huruf b
meliputi:
a. prosrcrl ganti rugi bag masyarakat terdampak

berdasarkan hasil kesepakatan;
b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
c. pro$es pelaksanaan konstruksi pembangunan

perumatrandan permukiman baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi

pemukiman kembali;
e. proses perghuntan kernbati masyarakat tendampak;

dan
f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman

eksisting.
(3| Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi

sebagaimana dimaksud dalam pasal sl ayat (2) huruf c
meliputi:
a. pemanfaatan; dan
b. perneliharaan dan perbaikaEr.

Bagian Kelima

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 53
(1) Pengelolaan dilakukan pasca peningkatan kualitas

terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
untuk mempertahankan dan menjaga i<uaiitas
perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
b. pemeliharaan dan perbaikan.

Er.l



(4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah
untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam
pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.

(51 Fasilitasi sebagaimana dimaksud paCa a3,at (4)

dilakukan dalam bentuk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman,

dan kriteria;
b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan,

supervisi, dan konsultasi;
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara

periodik atau sesuai kebutuhan;
e. pelaksanaan kajian perumatran dan permukiman;

dan/atau
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Pemeliharaan

Pasal 54

(1) Pemeliharaan rumah da, prasarana, sarana, dan
utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal s3
ayat (3) huruf b dilalflkan melalui perawatan dan
pemeriksaan secara berkala.

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan oleh setiap orang.

(-a) Penneliharaan prasarana, sarana, dan urilit_as umuno
untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan
oleh pemerintatr daerah dan/atau setiap orang.

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk
lingkungan hunian wajib dilakukan oreh pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.

(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman
wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah,
dan/atau badan hukum.

Paragral 3

Perbaikan

Pasal 55

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (3)
huruf b dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.

(2) Perbaikan rumah wqiib dilakukan oleh setiap orang.
(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk

perumahan dan permui<iman wqib ciiiakukan oieh
pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
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(4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah 
untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam 
pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. 

("\ J.'oc,;1;+0,c:,; c:,,::ahom:>;-rnono, rl, ... imaksud "nOl�O Ol"ITO+ (d,\ 
\'JI .L 1,A,V.L.LA�V.L VVtJl,A,t:,1,A,.&.A.4411,.4.L.&.1,A, - - -- - ¥- ........ - -.J-'" \ ., 

dnakukan dalam bentuk: 
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, 

dan kriteria; 
b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, 

supervisi, dan konsultasi; 
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan; 
d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara 

periodik atau sesuai kebutuhan; 
e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; 

dan/atau 
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi. 

Paragraf 2 

Pemeliharaan 

Pasal 54 

( 1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (3) huruf b dilakukan melalui perawatan dan 
pemeriksaan secara berkala. 

(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) wajib dilakukan oleh setiap orang. 

(3) PPmPlih�r��n prasarana, sarana, rt�n 11t11it�<: 11m11n, 

untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan 
oleh pemerintah daerah dan/ atau setiap orang. 

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk 
lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan/ atau badan hukum. 

(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman 
wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan/atau badan hukum. 

Paragraf 3 

Perbaikan 

Pasal 55 

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) 
huruf b dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran. 

(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang. 
(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk 

perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh 
pemerintah daerah dan/ atau setiap orang. 
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(4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingftungan
hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau setiap orang.

,<l Darh6il,66 rrn+rrlz lra!,6co6 namrrLinonr l,rss4.e
waJib dilakukan oleh Pemerlntah, Pernerlfltati Daeralr,
dan/atau badan hukum.

BAB VI

PENYEL)IAAN TANAH

Pasal 56

Pemerintah Daerah sesuai dengan
bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
kawasan permukiman kumuh.

(r)

merupaken salah satu tanah untuk
bagi kepentingan umum.

(2) Penyediaan tanah untuk kualitas
kumuh dan Permukiman kumuh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
melalui:
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang

le.ngsung d.iP^uesei negara;
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;

peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik

tsnah;
c.

Pasal 57

tanah untuk
kumuh dan

kualitas
kumuh

dimaksud pada aYat (2)

ketentuan Peraturan

menjamin kemudahan
peningkatan kualitas

d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang

milik negara atau milik daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;

dan/atau
f. pengaCaen t"anah untuk p"mbang"rnen bagi

kepentingan umum sesuai dengan ketentuafl
peraturan perundang-undangan

(3) Penyediaan tanah sebagaimana
dilaksanakan sesuai dengan
perundang-undangan.

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk
pembiayaan Pencegahan dart

BAB VII

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 58

perumaharr kumuh dan permukiman kumuh'
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(4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan 
hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau setiap orang. 

(5} Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman 
wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
dan/atau badan hukum. 

BAB VI 

PE�YEDIAAN TANAH 

Pasal 56 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka 
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
kawasan permukiman kumuh. 

Pasal 57 

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
merupakan salah satu pengadaan tanah untuk 
pembangunan bagi kepentingan umum. 

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
melalui: 
a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang 

b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; 
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik 

tanah; 
d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang 

milik negara atau milik daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; 
dan/atau 

f nonnorlo"->n t"->..,ol, 11nt11'Lr -nA-mhonrt11non ham 
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kepentingan umum sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB VII 

PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN 

Pasal 58 

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan 
pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
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(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (U
merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
<iiiasiiitasi oieh Pemeriniah <ianlatau Pemerintah
Provinsi.

(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeratr; dan
c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuarr

peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuari lebih la:fiut ffierrgeri&i sistem pembiayaan

yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dirumuskan ddam rencana
penanganan yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

BAB VIII

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 59

Dalam rang!<a pelaksanaan pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, Pemerintah Daeratr mempunyai kewenangan:
a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta

rencana pembangunan Daerah terkait pencegahan dan
pening!<atan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

b. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
c. melahukan pembangunan kawasan perrnukiman serta

sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan
penirrgkatan kualitas perunrahan kumutr dan
permukiman kumuh;

d. melakukan pembangunan dan/atau peningkatan
kualitas rumah dan perumahan yang layak huni bagi

-^^-.^*l-^+ 
1-!.rr=rro-r-^ :aarraql.^I 

-:-f 
-:- A^_urcr.DJclr4a.cr.L, iir.i.i,asrrsiliJci rriasJarEiiaE misiiin c.aii

masyarakat berpenglrasilan rendah ;

e. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan
terhadap masyarakat miskin dan masyarakat
berpenghasilan rendah ;

f. melakukan penyediaan tanah dalam upaya pencegahan
dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

33

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah. 

(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
difasilitasi oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah 
Provinsi. 

(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berasal dari: 
a. Anggaran Pentlapatan Dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan 
c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembiayaan 

yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan 
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana 
penanganan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

BAB VIII 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 59 

Dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan peningkatan 
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: 
a. merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta 

rencana pembangunan Daerah terkait pencegahan dan 
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh; 

b. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; 
c. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta 

sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan 
peningkatan kualitas perumahan kum.uh dan 
permukiman kumuh; 

d. melakukan pembangunan dan/atau peningkatan 
kualitas rumah dan perumahan yang layak huni bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah; 
e. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan 

terhadap masyarakat miskin dan masyarakat 
berpenghasilan rendah; 

f. melakukan penyediaan tanah dalam upaya pencegahan 
dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh; 
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g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap
kesesuaian perizinan, standar teknis dan kelaikan
fungsi;

h. meiakukan penerapan ioi<rasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

i. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap
t*rtrun;

j. mel,akukan perencanraan penanganan terhadap
perumatran kumuh dan permukiman kumuh;

k. melakukan sosialisasi dan konsultasi pubtik hasil
perencafi aarl penangafi afi terhadap perumarhan kumuh
dan permukiman kumuh;

l. meldcsanakan penanganan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola
pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman
kembali;

m. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk
membangun partisipasi dalam pengelolaan;

n. nsemfasilitasi dalam upa],s pemben+-uken kel,ompok
swadaya mesyeEErkau elan/atau

o. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat
dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Pasai 60

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah
dan Pemerintah Frovinsi.

(2) Koorciinasi yang ciiiakukan oieh Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. melakukan sinkronisasi kebiiakan dan strategi

Kabupaten dalam pencegalran dan peningkatan
kuaiihs tertradap perurnairam kurnuh tianr

permukiman kumuh dengan kebiiakan dan strategi
Provinsi dan nasional;

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi
*-----t^-- l-----t^ .t-- -^---t-j*-- l----.t^ t---- l-
PEI rlrrrer.rr/trl lt'llllltlu rJir.ll PErrrru.Itru&ltl AtltlrLur lr.trPalLri,'

Pemerintatr Provinsi dan Pemerintah;
c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan

terhadap perumatran kumuh dan permukiman kumuh
di Daeah denga"n rencana pembangunan Provinsi dan
nasional; dan

d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis
dalam bentuk pembinaan, penencanaan dan
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g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 
kesesuaian perizinan, standar teknis dan kelaikan 
fungsi; 

h. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh; 

i. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap 
tahun; 

j. melakukan perencanaan penanganan terhadap 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 

k. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik basil 
perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh; 

I. melaksanakan penanganan terhadap perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh melalui pola-pola 
pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman 
kembali; 

m. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk 
membangun partisipasi dalam pengelolaan; 

swadaya masyarakat; dart/ atau 
o. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat 

dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan. 

Pasai 60 

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan 
kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah 
dan Pemerintah Provinsi. 

(2) Koordinasi yang diiakukan oleh Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi 

Kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan 
'I ,., , 'I 1 1 1 1 1 KUa11La8 cerrrauap per'urnarran Ku1nun uan 

permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi 
Provinsi dan nasional; 

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah; 

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
di Daeah dengan rencana pembangunan Provinsi dan 
nasional; dan 

d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis 
dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan 
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pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukimankumuh.

BAB Ix
POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT,

DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu

Pola Kemitraan

Pasal 61

(1) Pemerintatr Daerah dapat melaksanakan kemitraan
dalam upaya pencegatran dan peningkatan kuatitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dengan:

a. pihak swasta;
b. organisasi kemasyarakatan; dan
c. lembaga non pemerintah lainnya.

(2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak
swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga
non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dikembangkan melalui perencanaan dan
penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan
untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Eagian Kedua

Peran Masyarakat

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Pencegahan

Pasal 62
Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh cliiakui<an pada tahap pengalvasran clan
pengendalian.

Pasal 63

Peran mas5rarakat pada tahap pe.ngawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Fasal 61
meliputi:
a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari

trangunan, perumahan dan permukiman nada tahap
perencanaan serta turut membantu Femerintatr Daerah
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pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan 
kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukimankumuh. 

BAB IX 

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT, 
DAN KEARIFAN LOKAL 

Bagian Kesatu 

Pola Kemitraan 

Pasal 61 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan 
dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
dengan: 
a. pihak swasta; 
b. organisasi kemasyarakatan; dan 
c. lembaga non pemerintah lainnya. 

(2) Kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan pihak 
swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga 
non pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikembangkan melalui perencanaan dan 
penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan 
untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas 
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

Bagian Kedua 

Peran Masyarakat 

Paragraf 1 

Peran Masyarakat dalam Pencegahan 

Pasal 62 
Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh 
dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan 
pengendalian. 

Pasal 63 

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan 
pengendalian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 61 
meliputi: 
a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari 

banaunan. nerurnahan dan nennukiman nada tahan 
....., � .£. .L .I. .&. 

perencanaan serta turut membantu Pernerintah Daerah 
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dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian
perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan
permukiman di lingkungannya;

b. berpartisipasr aktif menjaga kesesuaran standar teknis
dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap
pembangunan, serta turut membantu Pemerintah
Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian
stanclar teknis dari pembangunan bangunan,
perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan

c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi
dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tatrap
pemant-aatanr serta turut membantu Pemerintatr Daerah
dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian
kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan
dan permukiman di lingkungannya.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 64

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap
perumatran kumuh dan permukiman kumuh dilakukan
pada tahap:
a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh;
b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan

permukiman kumuh;
c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman

kumuh; dan
d.pengelo'raart unt-rik mempertaliar-ikar-i daii meqiaga

kualitas perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan.

Pasal 65

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 huruf a, dapat berupa:
a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan

!--,,..---!- .!-.- -.:..--==!--.:------ !--,---_1_ I _-- ___ _ __ _.:r_-_.:Aulllurr rJir,ll },Errrrurrrrllt.it tlul1Lillr, ueEgii.[r mel-rglKtiEi
sunrei lapangan dan/atau memberikan data dan
informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuarr
yang berlaku; dan

b, membenkan pencl-a-pat terhada-p hasil penetapan loka_si
perumahan $umuh dan permukiman kumuh dengan
dasar pertimbangan berupa dokumen, atau data dan
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informasi terkait yang telah diberikan saat proses
pendataan.

Pasal 66

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 63 huruf b, dapat berupa:
a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang

dilaksai:rakaii pada tahapan per-€r1c&rr8.8,rr p€fl&i-rgafl&rr
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
dilakukan oleh Pemerintatr Daerah;

b. memberikan pendapat daEr pertimbangan kepada
instanei yrrrrg berwenang dalam penyu$unan reneana
penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh;

c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana
penanganan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh pada lokasi terkait s€sua* dengan
kewenangannya; dan / atau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap
hasil penetapan rencana penanganan perumatran
kiimuh dair permukimair kumuh deirgair dasar
pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan
informasi terkait yang telah diajukan dalam proses
penyusunan rencana penanganan.

Pasal 67

(1) Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, dilakukan dalam
proses:

a. pemugaran atau peremajaan; dan
b. pemukiman kembali

(2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

masyarakat dapat:
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk

warga pada masyarakat yang terdampak;
b. berpariisipasi aktif dalarn musyawarah dan diskusi

penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugararr dan
peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun
--- - L ---: -.t -lllttLEl l,r r,

d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya
penyediaan latran yang berkaitan dengan proses

a7

informasi terkait yang telah diberikan saat proses 
pendataan. 

Pasal 66 

pelaksanaan rencana 
kumuh dan permukiman 
terkait sesuai dengan 

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dapat berupa: 
a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang 

d�lcLk�c:u1cLkc:u1 !JcLda tahapan .l,JCl c11l;c:u1cLc:u1 l-'cnai1.Ka11.an 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 
instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana 
penanganan perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh; 

c. memberikan dukungan 
penanganan perumahan 
kumuh pada lokasi 
kewenangannya;dan/atau 

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap 
hasil penetapan rencana penanganan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar 
pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan 
informasi terkait yang telah diajukan dalam proses 
penyusunan rencana penanganan. 

Pasal 67 

( 1) Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan 
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, dilakukan dalam 
proses: 

a tau peremajaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk 

warga pada masyarakat yang terdampak; 
b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskuai 

penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan; 
c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan 

peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun 

a. pemugaran atau peremajaan; dan 
b. pemukiman kembali 

(2) Dalam proses pemugaran 

material; 
d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya 

penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses 
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pemugaran dan peremajaan terhadap rumah,
prasarana, sarana , dart/ atau utilitas umum;

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan
pemugaran atau peremajaan ;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemugaran atau
peremqiaan; dan/atau

g. meiaporican perbuatan sebagaimana <iimaksud pada
huruf e, kepada instansi benvenang agtr proses

pemugaran atau peremajaan dapat berjalan lancar.
(3) Dalam proses pemukiman kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarai€t tiapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk
warga pada masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi
-- -i-_ - -- -.-.----!-:--- -.- !=--_=-_--!--_-!:.peirJ/-epai<a talr r'cr luar ra Per rrr uKuuar r Kerlr uam ;

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman
kembali, baik berupa dana, tenaga rraupun material;

d. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan

lahan ytrg dibutuhkan untuk proses pemukima.,-i

kembali;
e. membantu mer{aga ketertiban dalam pelaksanaan

pemukiman kembali;

f. mcnccgatr pcrbuatan yang dapat mcnghambat atau

menghalangi proses pelaksanaan pemukiman

kembali; dan/atau
g. melaporkan perbuatan dalam huruf e, kepada

ina*onoi lrriii,uiri;,i *lenl'eniing agal. pt"oses pefnul'jmaff kennbali

dapat berjalan lancar.

Pasal 68

Peran masyarakat pada tatrap pengelolaas perumatran dart

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

huruf d dapat meliputi:
a. berpartisipasi akuf pada berbagai program Pemerintatr

Daeratr dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap

iokasi perumahan kumuh dan permuir{man kumuh yang

telah tertangani;
b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam

kelompok swadaya masyarakat pada upaya

pemeiiharaan cian perbaii<an baik berupa dana, tenaga

maupun material;
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pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, 
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; 

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan 
pemugaran atau peremajaan; 

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau 
menghalangi proses pelaksanaan pemugaran atau 
peremajaan; dan/atau 

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf e, kepada instansi berwenang agar proses 
pemugaran atau peremajaan dapat berjalan lancar. 

(3) Dalam proses pemukiman kembali sebagaimana 
,. , , , ' '1' h r , ' , ' uimaasuu paua ayat l J urur a, rnasyaraxat uapat: 
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk 

warga pada masyarakat yang terdampak; 
b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi 

-- -------- _, __ ...__ -- ----- - - -- - -- ,_! - -- , , __ 1!. 
_1:Jeuye_l:Jc:t.Kc::l.U::Ul 1eut;c:Ulc::l pen11uK1111w1 Ke111u,1.11; 

c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman 
kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material; 

d. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan 
lahan yang dibutuhkan untuk proses pemukiman 
kembali; 

e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan 
pemukiman kembali; 

f. mcnccgah pcrbuatan yang dapat mcnghambat atau 
menghalangi proses pelaksanaan pemukiman 
kembali; dan/atau 

g. melaporkan perbuatan dalam huruf e, kepada 

dapat berjalan lancar. 

Pasal 68 

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan perumahan dan 
permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 
huruf d dapat meliputi: 
a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah 

Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap 
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang 
telah tertangani; 

b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/ atau dalam 
kelompok swadaya masyarakat pada upaya 
pemeiiharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga 
maupun material; 
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c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan
rumah serta prasarana, sarafla, dan utititas umum di
perumahan dan permukiman;

d. mencegah perbuatan yang ciapat menghambat atau
menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan
perbaikan; dan

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
hurui d, kepada instansi benvenang agar proses
pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagan Ketiga

Kearifan Lokal

Paeal 69

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan
mempeitimbangkan kearifan lokal yang hidup dan berlaku
pada masyarakat di Daerah yang dibangun di atas
kesepakatan bersama dengan tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

I,ARANGAN

Pasal 7O

Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi
kegiatan pemukimnn kemhali rumalr, perumatran dan/atau
permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan
masyarakat setempat.

EAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 71

(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik
Idonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daeratr berwenang melakukan penyidikan
pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang

tentang adanya tjndak piciana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan;
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c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan 
rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di 
perumahan dan permukiman; 

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau 
menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan 
perbaikan; dan 

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, kepada instansi berwenang agar proses 
pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar. 

Bagian Ketiga 

Kearifan Lokal 

Pasal69 

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh di daerah perlu dilakukan dengan 

pada masyarakat di Daerah yang dibangun di atas 
kesepakatan bersama dengan tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BABX 

LARANGAN 

Pasal 70 

Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi 
kegiatan pemukiman kembali rumah, perum.ahan dan/atau 
permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau 
Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan 
masyarakat setempat. 

BAB XI 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 71 

(1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik 
Idonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan 
pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini 
sesuai dengan kewenangannya. 

(2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang 

tentang adanya tindak pidana; 
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat 

kejadian dan melakukan pemeriksaan; 
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c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangfua;

d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
e. mengambii siriik jari memotret orang atau ben<ia;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tereangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya ciengan pemeriksaan peri<ara;

h. mengadakan peng[rentian penyidikan setela]r
mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat
cukup bukti, aiau peristiwa tersebut buiran
merupakan tindak pidana dan selanjutnya
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut
umum, tersangka atau keluarganya; dan

i. urenga.dakan tindakan liain menurut hukum yang
dapat dipertanggungiawabkan.

(3) Penyidik selsgaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan
meny'ampaikan hasil peny'idikanny-a kepa.da penuntut
umum melalui penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Hukum
Acara Pidana.

BABxII

KETENTUAN PIDANA

Pasel72

(1) Setiap o!'arrg ,vang de-ngan sengaja. mengha-Iangi
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pa.sal ZO,

diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta nrpiah),

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan pelanggaran.
(3) Denda pidana gelngaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua
ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau
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c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan 
memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 

d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat; 
e. mengambil sidik jari memotret orang atau benda; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 

hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah 

mendapat petunjuk dari pejabat penyidik Kepolisian 
Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat 
cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut 
umum, tersangka atau keluarganya; dan 

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyampaikan hasil pc.uy idikannya kcpd.dd. penuntut 
umum melalui penyidik Polisi Negara Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Hukum 
Acara Pidana. 

BAB XII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 72 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi 
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan atau denda paling banyak RpS0.000.000,00 (lima 
puluh juta rrrpiah]. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pelanggaran. 

(3) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan penerimaan Negara. 

BAB XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 73 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua 
ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau 
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dikeluarkan atau dit€rbit&an sebelum Peraftrfan Daerah ini
ditetapkan, Belailra masih eeeuai dengan Peraturan Daeratr
ini dinyatakan tetap berlakrr-

BAB )ilV

KETENTUAN PENUTT'P

P,arcl74 
i

Peraturan Daenah ini mulai bertraku Qada tangg3l
dftmdangkar

AEar *tiap
pengundangarr
penemtrntannya
Toqia Utera

Diundang[<an di Rantepao
pada tangEt 17 Desember 2O2O

DAERATI
[IfilRA,

orarrt mcngetatrulnya,
Ferahrran Daeratr

daletn Iembaran

Dttetapkan
pada

dengan
Kabupaten

Rantepao
17 Desembrcr 2O2O

UTARA,

NOMOR 8

PROVINSI

,)

4
i)

!

)l

4t

dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini 
ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah 
ini dinyatakan tetap berlaku, 

BAB XIV 

KETENTUANPENUTUP 
Paaal 74 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku �da tanggal 
diundangkan. 

Agar 8Ctiap orang m.engetahuinya, �merintahkan 
pengundanga.n Peraturan Daerah '1i dengan 

i 
penempatannya dalam Lembaran Daer� Kabupaten 
Toraja Utara 

Diundangkan di Rantepao 
pada tanggal 17 Desember 2020 

-�D�S DAERAH 
�RAJA UTARA, 
�. ( 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 20?0 NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA.IA UT� PROVINS! 
SULAWESI SELATAN NOMOR B.Hk.007.138.20 ; 
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA'A UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2O2O

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah disebutkan bahwa

calah satu tujuan ncgara adalah memajukan keeejahtoraan umum.

Bentuk

sebagarmana yang diamanatlan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI

Tahun 1945 bahwa sedap orang berhak hidup sejahtera lahir batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan

ketentuan tersebut, maka telah menjadi tanggung jawab negara untuk

memborikan jaminan atas t€rpcnuhinya kebutuhan daear maayarakat

yaitu perumahan yang layak, sehat aman dan harmonis. Negara juga

bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan

perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan

dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.

Geliat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten

Toraja Utara turut memberikan kontribusi terhadap hadirnya kawasan

permukiman kumuh dan menjadi perhatian eerius bagi Pemerintah

Kabupaten Toraja Utara. Pada dasamya, penataan kawasan permukiman

di Kabupaten Torqja Utara didasarkan pada Peraturan Daera}

Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2Ol2 terrtar:g Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Tor4ja Utara Tahun 2Ol2-2O32.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, pada dasarnya tel'ah mengatur

kawasan permukiman yang diarahkan pada peningkatan kualitas

kehidupan maeyaral<at. Dalam ketentuan tersebut pula telah ditentukan

wilrvah yang dapat menjadi kawasan permukiman perkotaan dan

terhadap tujuan negara tersebut adalatt
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 

NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN 

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

I. UMUM 

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah disebutkan bahwa 

salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. 

Bentuk penerjemahan terhadap tujuan negara tersebut adalah 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 

Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan 

ketentuan tersebut, maka telah menjadi tanggung jawab negara untuk 

memberikan jaminan atas terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat 

yaitu perumahan yang layak, sehat aman dan harmonis. Negara juga 

bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan 

perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan 

dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. 

Geliat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten 

Toraja Utara turut memberikan kontribusi terhadap hadirnya kawasan 

permukiman kumuh dan menjadi perhatian serius bagi Pemerintah 

Kabupaten Toraja Utara. Pada dasarnya, penataan kawasan permukiman 

di Kabupaten Toraja Utara didasarkan pada Peraturan Daerah 

Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032. 
Dalam Peraturan Daerah tersebut, pada dasarnya telah mengatur 

kawasan permukiman yang diarahkan pada peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat. Dalam ketentuan tersebut pula telah ditentukan 

wilayah yang dapat menjadi kawasan permukiman perkotaan dan 
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permukiman pedesaan, dengan melihat berbagai aspek, seperti sosial,

ekonomi, letak geografis, dan sebagainya.

Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap

perurnahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna

maka, perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daeratr

tentang Pencegatran dan Peningfuatan Kualitas Terhadap Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan daerah ini mengupayakan

peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan

hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintatr Kabupaten Torqia Utara.

Atas dasar hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu

ditetapkan Feraturan Daeratr tentang Pencegatran dan Peningkatan

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Dasol a

Culrup Jelas.
Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.
Pryat 2

Cukup jelas.
Ayat 3

Cukup jelas.
Arra{- d-rrJeL .

Cukup Jelas.
Ayat 5

Yang dimaksud dengan Persyaratan Teknis antara lain
persyaratan tentang struktur bangunan, keamaflan,
keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang berhubungan
dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan
fasilitas lingkungan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
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permukiman pedesaan, dengan melihat berbagai aspek, seperti sosial, 

ekonomi, letak geografis, dan sebagainya. 
Agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 

perumahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna 

maka, perlu ditetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah 
tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan daerah ini mengupayakan 
peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam tataran perencanaan 

hingga pelaksanaan yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. 

Atas dasar hal tersebut dan demi kepastian hukum, maka perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan 

Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasa13 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Ayat 1 

Cukup jelas. 
Ayat2 

Cukup jelas. 
Ayat3 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 
AyatS 

Yang dimaksud dengan Persyaratan Teknis antara lain 
persyaratan ten tang struktur bangunan, keamanan, 
keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan yang berhubungan 
dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan 
fasilitas lingkungan. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Paaal 6 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 
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termasuk kriteria kualitas permukaan jatan buruk apabila
jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan/pavingisasi.

Pasal 7
Arzaf I1 IrrJ4! 1^'

penyediaan akses air mtnum dilakukan seeara bertahap den
diawali dengan penyediaan akses air bersih

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (s)

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
P,:sal OtBw,

Culrup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.
lltro* lDl! rJ 4L t-'

yeng termasuk dalam rawan bencana edelah r&rryarl beneana
banjir, kebal<aran, dan gempa bumi.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pao,:l 14.
lqggr,

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jel,as.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasa1 19

Cukup jelas.
Pasal 2O

Cukup jelas.
Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
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termasuk kriteria kualitas permukaan jalan buruk apabila 
jalan lingkungan belum dilakukan perkerasan/pavingisasi. 

Pasal 7 
Ano+ { 1 \ ... AJ �"" \ .... , 

i,enyediaan akses air m.inum dilakukan seeara bertaha.p dan 
diawali dengan penyediaan akses air bersih 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
cukup jetas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Avat {')\ r» \61/ 

yang termasuk dalam rawan beneana a.d.a.lah rawan beneana 
banjir, kebakaran, dan gempa bumi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Po col 1 d .a. 1.A\Jt.,.,L..I. ..L I 

Cukup jeias. 
Pasal 15 

Cukup jelas. 
Pasal 16 

Cukup jelas. 
Pasal 17 

Cukup jelas. 
Pasal 18 

Cukup jelas. 
Pa.sal 19 

Cukup jelas. 
Pasal 20 

Cukup jelas. 
Pasal 21 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
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Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tenaga ahli antara lain meliputi tenaga
-ohti nctrhcr.rio.raare ?irosrzoralzoi- fan.tty.a .:hli linclzrrrarran fanacas^s lrv^^^vvrysJ!!--.r ^^rEsJ.-*\-L, LUiiGS.^ siiii iiii6F-riiiitsr.7jit Lgiia:1S-1

ehli bangunan gcdung, tensga ahti hukum, teflage ahli
perencanaan kota dan tenagfl ahli lainnya sesuai dengan
kebutuhan.

Ayat (a)

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Huruf a 
g dimaksud dengan penyuluhan merupakan kegiatan

untuk memberikan informasi dalam meningkatkan
pengetahuan deur lresedafan firesyarakat terkait,
pencegatran terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

""*llr* dimaksud dengan pembimbingan merupakan
kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau
larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangrya perumatran kumuh dan
peralukiman lnfiruh.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
(lrrl.errll ialocvurlql, JV.BU.

Pasa1 29
Cukup jelas.

Pasal 3O

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jeLas.

Pasal 32
Cukup jelas.
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Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan tenaga ahli antara lain meliputi tenaga 

ahli bangunan gedung, tenaga ahli hukum, tenaga ahH 
perencanaan kota dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan penyuluhan merupakan kegiatan 
untuk memberikan informasi dalarn meningkatkan 
pengetahuan dan keeadaran masyarakat terka.it 
pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya 
perumahan kumuh dan pennukiman kumuh. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan pembimbingan merupakan 
kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan 
mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau 
larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh, 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup 1010" - .............. J .......... -....,. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 
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Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
lnrrlzrrll ialosvurlqr Jvr4u.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Daoal a.OI qwl vJ

Cukup Jetas.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47

Cukup jelas.
Daoal /.flI qgg tu

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 5O

Cukup jelas.
Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

J-rrlnrn ialaovsrlul, Jv^4u.

Pasel 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
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Pasal 57
Ayat (1)

Cukup jelas.
Arro* IOIf ^J 4s t-,

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Pelaksanaan penyediaan tanah dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanatl
dan Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
(\rrlrrrn ial,1-..?S.

Pasal 6O

Cukup jelas.
Pasal 6l

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelae.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Culorp Jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

lrrrllrrn ialoovs+qlJ Jvr4e.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pors.:l 7algw rv

Cukup Jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
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Pasal 57 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Auo+ (')\ 4-A.J....._._ \'--I 

Cukup jelas, 
Ayat (3) 

Pelaksanaan penyediaan tanah dilaksanakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah 
dan Undang-Undang Pokok Agraria, 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jetas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pocol 7".l 
..&. 1...4"'1.A.A. • '-" 

cukup jetas. 
Pasal 74 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 118 
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LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2O2O TANGGAL 17 DESEMBE'R2O2O
TENTANG

DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
KUMUH

FORMAT ISIAN DAN TATA CARA PENDATAAN
IDENTIFIKASI I.OKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMATISIAN

A. DATA SURVEYOR

Netna Sprveyor

Jabatan

Alamat

No. Telp.

Hari/Tanggal Sur:vei

B. DATARESPONDEN

Nama Responden

Jabatan

Alamat

No. Telp.

Hari/Tanggal Pengisian

C. DATAUMUM IPKASI

Nama lokasi

Luas Area

Koordinat

Jumlah Jiwa

Jumlah Laki-Laki

Jumlah Keluarga

R1TI

Kelurahan

I(ecamatan

LAMPIRAN I 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 8 TAHUN 2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020 
TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

FORMAT ISIAN DAN TATA CARA PENDATAAN 
IDENTIFIKASI WKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

1.1. FORMAT ISIAN 

A. DATA SURVEYOR 

Nam.a Surveyor 

Jabatan 

Alamat 
No. Telp. 
Hari/Tanggal Survei 

B. DATA RESPONDEN 

Nama Responden 
Jabatan 
Alamat 
No. Telp. 
Hari/Tanggal Pengisian 

C. DATA UMUM LOKASI 

Nama Lokasi 
Luas Area 
Koordinat 

Demografis : 
JumlahJiwa 
Jumlah Laki-Laki 

Jumlah Perempuan 
Jumlah Keluarga 

Administratif : 

RW 

Kelurahan 
Kecamatan 
Ka bu paten 

. . . . 

. . . 

. . . 

. . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 
: . 

. : . 
: . 

: . 
: . 
: . 
: . 



Frovinsi

Permasalatran

Potensi

fipologi

Peta Lokasi

D. KONDISI BANGUNAN

1. Ketidakteraturan Bangunan

Kesesuaian
bentuk, besaran,
perletakan dan
tampilan
bangunan dengan
arahan
RDTR/RTBL

76Vo - lOtr/o bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

5lo/o - 75o/o bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

25Vo - SOF/o bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

Kesesuaian tata
bangunan dan
tate. kualitas
lingkungan
dengan aratran
RTBL

76Vo - LOtr/o bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan
Sla/o - 75c/o bangunan pa<ia lokasi tidak
memiliki keteraturan
25o/o - 5@/o bangunan pada lokasi tidak
memiliki keteraturan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidak-
teraturan bangunan pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen RDTR/RTBL yang menjadi rujukan
penataan bangunan

2. Trr:glat Kepadatan Bangunan

Nilai KDB rata-rata
bangunan

Nilai KLB rata-rata
bangunarr



Nilai kepadatan
bangunan rata-rata

Kesesuaian
tingkat kepadatan
1^^--,-^- /rznE!ucur6,urr<Lrr (r\t-rrr,
KLB, darr
kepadatan
bangunan) dengan
aratran RDTR dan
RTBL

76Vo - l0tr/o kepadatan bangunan pada
lokasi tidak sesuai ketentuan

6l%0 - 75o/o kepadatan bangunan pada
lokasi tidak sesuai ketentuan

25?'o - 50% kepadatan bangunan pacia
lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat
Lanarlafan honarnan naz{a laLacirlv},gsql#r vgr6B^r.+r !rq$g rvDs9r.

3. Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat

Persyaratan
bangunan gedung
yang telah diatur

Pengendalian dampak lingkungan

Pembangunan bangunan gedung di atas
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau
prasarana/sarana umum

Keselamatan bangunan gedung

Kesehatan bangunan gedung

Kenyamanan bangunan gedung

Kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan
gedrrns nade
perumahan dan
permukiman

760/o - IOOP/o bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

1lo/o - 75o/o bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

25o/o - 50% bangunan pada lokasi tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas
bangunan yang tidak memenuhi syarat pada lokasi.

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan
teknis bangunan

Nilai kepadatan 
bangunan rata-rata 

Kesesuaian n 76o/o - 100% kepadatan bangunan pada tingkat kepadatan 
lokasi tidak sesuai ketentuan bangunan (KDB, 

KLB,dan 
kepadatan 
bangunan)dengan 
arahan RDTR dan 
RTBL LJ 25<ro - soss kepadatan bangunan pada 

lokasi tidak sesuai ketentuan 

Mahon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat 
kepadatan 'ha1"'11Y111"'10n norlo lokasi ..._ ...... c.A c.A\. .I. Vc.A..1...Lf)\4.&...Lc.A..I...L J::"c.A'-1-� ..LV.A...._ �.A.• 

........................................................................................................ 

3. Kualitas Bangunan Yang Tidak Memenuhi Syarat 

51°10 - 75°10 kepadatan bangunan pada 
lokasi tidak sesuai ketentuan 

Persyaratan 
bangunan gedung 
yang telah diatur 

Pengendalian dampak lingkungan 

Pembangunan bangunan gedung di atas 
dan/atau di bawah tanah, air dan/atau 
prasarana/ sarana um um 

Keselamatan bangunan gedung 

Kesehatan bangunan gedung 

Kenyamanan bangunan gedung 

LJ Kemudahan bangunan gedung 

Kondisi bangunan n 76% - 100°/o bangunan pada lokasi tidak gedung pada 
memenuhi persyaratan teknis perumahan dan 

permukiman 

D 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak 
memenuhi persyaratan teknis 

Mahon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas 
bangunan yang tidak memenuhi syarat pada lokasi. 

Mohan dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan 
teknis bangunan 

51% - 75o/o bangunan pada lokasi tidak 
memenuhi persyaratan teknis 



E. KONDISI JALAN DAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingftungarr
perumahan dan
permukiman yang
dila.yani oleh
jaringan jalart
ling!<ungan

760/o - 100olo area tidak terlayani oleh
jaringan jalan lingkungan

iLo/" - 75o/o area tidak terlayani oleh jaringart
ialart litr crl:r rrn aran
J*E^ grr6.r$r.6sr

25o/" - 50% area tidak terlayani oleh jaringart
jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan
jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

2. Kualitas Permukaan Jalan

I^-:^ -^*"1.^^-r., gJ,rlst PEr llrlrl\cr.q,rr
jalan

Kualitas
permukaan jalarr

r^l-* -^-l-^-^^^6 l^-+'r-Lraz.r.cl-lt PIrr tr}E r a.srclll lglrLtal

Jalan perkerasan kaku
Jalan perkerasan kombinasi
Jalan tanpa perkerasan

760/o - 100o/o area memiliki kualitas
permukaan jalan yang buruk
5lo/o - 75o/o area memiliki kualitas
-^*,,I-^ ^- :^1^* 1^,, *,1-
l,Er.Irrua.a.cLrr Jo.r.clrr Jq,rrE, wtrl lrrr.

25o/o - 50% area memiliki kualitas
permukaan jalan yang buruk

Mohon dapat dilampirl<aur L gambar / petayang memperlihatkan
permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak)

F. KONDISI PEI{YEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman
terhadap air
minum (memiliki
kualitas tidak
berwarna, tidak
berbau, dan tidak
berasa]

760/o - 100% populasi tidak dapat mengakses
air minum yang aman

1to/o - 75o/o populasi tidak dapat mengakses
air minum yang aman

25o/o - Str/o populasi tidak dapat mengakses
air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air
minum yang dapat diakses masyarakat.

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

E. KONDISI JALAN DAN LINGKUNGAN 

1. Cakupan Jaringan Pelayanan 

Lingkungan 
perumahan dan 
permukiman yang 
dilayani oleh 
jaringan jalan 
lingkungan 

76°/o - lOOo/o area tidak terlayani oleh 
jaringan jalan lingkungan 
51 % - 7 5°/o area tidak terlayani oleh jaringan 
jalan lingkungan H 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan LJ jalan lingkungan 

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan 
jaringan jalan lingkungan pada lokasi. 

2. Kualitas Permukaan Jalan 

jalan 

Kualitas 
permukaan jalan 

II 1,..1,.. __ ,.. ... kerasan ,,.. ....... ,, ... 

B 
VGU.GU.J. }J�J. J. a. J.J. .1.'C,J.J.I.U.J. 

Jalan perkerasan kaku 
Jalan perkerasan kombinasi 
Jalan tanpa perkerasan 

Fl 
76o/o - 100°/o area memiliki kualitas 
permukaan jalan yang buruk 
51°/o - 75°/o area memiliki kualitas 
nermukaan iala .... T,.,.. .... l'Y h,, ....... ,,,. 

LJ 
}J�J. .lJ.U.AQ.Q.J. J J.Q.J.J. ,YQ.J.J.f:, UU.J. U..n. 

25o/o - 50°/o area memiliki kualitas 
permukaan jalan yang buruk 

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan 
permukaan jalan lingkungan yang buruk (rusak) 

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM 

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum 

Aksesaman 
terhadap air 
minum (memiliki 
kualitas tidak 
berwarna,tidak 
berbau, dan tidak 
berasat 

D 7�% � 100% populasi tidak dapat mengakses 
air mmum yang aman 
51% - 75% populasi tidak dapat mengakses 
air minum yang aman 

25°/o - 50°/o populasi tidak dapat mengakses 
air minum yang aman 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air 
minum yang dapat diakses masyarakat . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum 



Kapasitas
pemenuhan
kebutuhan 160 Ll
hari)

760/o - 100% populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minirnalnya

Sto/o - 75olo populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimalnYa

25o/o - Sff/o populasi tidak terpenuhi
kebutuhan air minum minimalnYa

Mohon dapat dilampirkan I foto yang memperlihatkan kurang
terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi

G. KONDISI DRAINASE LINGKINGAN

1. Ketidal<mampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genzurgan yang
tetjadi

Saluran tersier
dan/atau saluran
lokal pada lokasi

2. Ketidaktersediaan Drainase

irbih <iari (tinggi 30 cm selama 2 jam dan
terjadi 2 x setahun)

Kurang dari (tinggi 30 cm selama 2 jam dan

terjadi 2 x setatrun)

76Vo - lOtr/o area terjadi genangan >30 cm,

>2 ja:nr, dan >2 x setahun

'51o/o - 75o/, area terjadi genangan >30 cm, >2

jam dan >2 x setahun

25o/o - l9/oarea terjadi genangan >30 cm, >2

jam dan >2 x setatrun

760/o - 100p/o area tidak tersedia drainase

lingkungart

lLo/o - 75o/o area tidak tersedia drainase

lingkungan

25o/o - lP/oarea tidak tersedia drainase

lingkungan

Luas genangan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada

lokasi tersebut (bila ada).

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan saluran tersier

dan/atau saluran lokal pada lokasi'



3. Tidak Terpeliharanya Drainase

Jenis
pemeiiharaan
saluran drainase
yang dilakukan

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala

76Vo - lAtr/o area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau

Sto/o - 75o/o area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau

25o/o - 1U/o area memiliki drainase
lingkungan yang kotor dan berbau

Pemeliharaan
drainase
dilakukan pada

I\,,rnl+an z{anat ,{i1^**i*1-an I fa}a .rana namna+lilaatluan l;aaiafanrvr\Ir\rlr scrl,Grl rrauG.'illrusql r lvLv JBr6 ^^rvurl,vlullqml Av6rqsr

pemeliharaan drainase pada lokasi

4. Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan

Komponen sistem
drainase yang ada
pada lokasi

Saluran primer

Saluran sekunder
Saluren tersier
Saluran iokai

760/o - IOV/o drainase lingkungan tidak
terhubung dengan hirarki di atasnya

1Lo/o - 75o/o drainase lingkungan tidak
terhubung dengan hirarki di atasnya

25o/o - $U/o drainase lingkungan tidak
terhubuns densan hirarki di atasnva*- --*---., -

Keterhubungan
saluran lokal
dengan saluran
pada hirarki di
atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan
ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di
atasnya pada lokasi

5. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi
drainase

Saluran tanah
Saluran pasang batu
Saluran beton

3. Tidak Terpeliharanya Drainase 

Jenis 
pemeiiharaan 
saluran drainase 
yang dilakukan 

Pemeliharaan 
drainase 
dilakukan pada 

n Pemeliharaan rutin 

LJ Pemeliharaan berkala 

76°/o - 1000/o area memiliki drainase 
lingkungan yang kotor dan berbau 

51 o/o - 75°/o area memiliki drainase 
lingkungan yang kotor dan berbau 

D 25°/o - 50% area memiliki drainase 
lingkungan yang kotor dan berbau 

Mohon dapat dilamni .... kan 1 foto 'ITll"\1"'N ..,._em-.a .... l .. hatkan keaiatan J. J..L .I. Q. t'.L.L .I. ..&. .L 11..V J �.LE, J..L.L .I. ..l.t''-'..I. .L.L.L.LQ.� .I. E,.LQ. Q..L.L 

pemeliharaan drainase pada lokasi 
········································································································ 

4. Ketidakterhubungan Dengan Sistem Drainase Perkotaan 

Komponen sistem 
drainase yang ada 
pada lokasi 

Keterhubungan 
saluran lokal 
dengan saluran 
pada hirarki di 
atasnya 

Saluran primer 
Saluran sekunder 
Saluren tersier 

LJ Saluran lokal 

n 76% - 100% drainase lingkungan tidak 
terhubung dengan hirarki di atasnya 

51 °/o - 7 5°/o drainase lingkungan tidak 
terhubung dengan hirarki di atasnya 

- 25°/o - 50°/o drainase lingkungan tidak 

L_J terhubung dengan hirarki di atasnya 

Mohan dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan 
ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di 
atasnya pada lokasi 

5. Kualitas Konstruksi Drainase 

Jenis konstruksi 
drainase 

Saluran tanah 
Saluran pasang batu 
Saluran beton 



Kualitas
konstruksi

Mohon dapat dilampirkan
konstruksi drainase yang

760/o - LOOo/o area memiliki kualitas
konstruksi drainase lingkungan yang buruk

51o/o - 75o/o area memiliki kualitas konstruksi
drainase lingkungan yang buruk
25o/o - 5@/o anea memiliki kualitas konstruksi
drainase lingkungan yang buruk

1 foto yang memperlihatkan kualitas
buruk pada lokasi.

H. KONDISI PENGEI,OLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Standar Teloris

Sistem
pengelolaan air
limbah tidak
memadai
(kakus/kloset
tidak terhubung
dengan tangki
septik / IPAL)

760/o - lo0o/o area memiliki sistem
air limbah yang tidak sesuai

standar teknis

5lo/o - 7 5o/o area memiliki sistem
air limbah yang tidak sesuai standar teknis

25o/o - SV/o area memiliki sistem pengelolaan
air limbah yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan
sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

2. Prasarana dan Saran Air Limbah Tidak Sesuai persyaratan Teknis

Prasarana dan
sarana
pe.ngolahan air
limbah yang ada
pada lokasi

Ketidaksesuaian
prasarana dan
sarana
pengolahan air
limbah dengan
persyaratan teknis

Kloset leher angsa yang terhubung dengan
tangki septik

Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah
setempat atau terpusat

764/o - TOOo/o area memiliki prasaralxa dan
sarana pengelolaan air limbah yang tidak
memenuhi persyaratan teloris
SLo/o - 7 5o/o area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah yang tidak
memenuhi persyaratan teknie
25o/o - SU/o area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan air limbah yang tidak
memenuhi persyaratan teknis

Kualitas 
konstruksi 

76% - 1 OOo/o area memiliki kualitas 
konstruksi drainase lingkungan yang buruk 

51 % - 75°/o area memiliki kualitas konstruksi 
drainase lingkungan yang buruk 

25°/o - 500/o area memiliki kualitas konstruksi 
drainase lingkungan yang buruk 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas 
konstruksi drainase yang buruk pada lokasi. 
........................................................................................................ 

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

1. Sistem Pengelolaan Air Lim bah Yang Tidak Sesuai Standar Teknis 

Si stem 
pengelolaan air 
limbah tidak 
memadai 
(kakus /kloset 
tidak terhubung 
dengan tangki 
septik / IPAL) 

n 76% - 100°/o area memiliki sistem 
pengelolaan air limbah yang tidak sesuai 
standar teknis 

51°/o - 75% area memiliki sistem pengelolaan 
air limbah yang tidak sesuai standar teknis 

H 25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan lJ air limbah yang tidak sesuai standar teknis 

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan 
sistem pengelolaan air limbah pada lokasi. 
........................................................................................................ 

2. Prasarana dan Saran Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis 

Prasarana dan 
saran a 
pengolahan air 
limbah yang ada 
pada lokasi 

Ketidaksesuaian 
prasarana dan 
saran a 
pengolahan air 
limbah dengan 
persyaratan teknis 

Kloset leher angsa yang terhubung dengan 
tangki septik 

Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah 
setempat atau terpusat 

11 76o/o - 100%> area memiliki prasarana dan 
sarana pengelolaan air limbah yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis 
51 % - 7 5°/o area memiliki prasarana dan 

· sarana pengelolaan air limbah yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis 
25°/o - 50o/o area memiliki prasarana dan 
sarana pengelolaan air limbah yang tidak 
memenuhi persyaratan teknis 



Mohon dapat dilampirkan I foto yang memperlihatkan kondisi
prasarana dan sarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidakmemenuhi persyaratan tenis.

I. KONDISI PENGEI,OI,,AAN PERSAMPAHAN

1' Prasarana dan sarana persampahan Tidak Sesuai persyaxatan Teroris
Prasarana dan
sarana

yang ada pa.da
lokasi

prasarana dan
sarana

dengan
persyaratan teknis

Tempat sampah
Tempat pengumpulan sampah (TpS), atau
TPS 3R
Gerobak sampakr dan/atau truk eampah
Tempat pengolahan sampah terpadu (TpST)
pada skala lingkungan

760/o - lOOP/o area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan tidak
memenuhi persyaratan teloris
57Yo - 7 5o/o area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknis
25o/o - 5@/o area memiliki prasarana dan
sarana pengelolaan persampahan tidak
memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapatdilampirkan I fotoyang memperlihatkan masing-masing
prasanana dan sarana
persyaratan teloris.

persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi

2. Sistem

Sistem

Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

pengangkutan,

760/o - l00P/o area memiliki sistem
pengelolaan persampahan yang tidak sesuai
standar teknis
5lo/o - 7 5o/o area memiliki sistem pengelolaan
persampahan yang tidak sesuai standar
teknis
25o/o - SV/o area memiliki sistem
persampahan yang tidak sesuai standar
teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan
sarana persampahan pada lokasi.



3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampatran

Jenis
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
pengelolaan
persampahan
yang dilakukan

Pemeliharaan
sarana dan
prasarana
pengelolaarr
persampahan
dilakukan pada

Pemeliharaan rutin

Pemeliharaan berkala

760/o - IOV/o area memiliki sarpras
persampahan yang tidak terpeiihara
5lo/o - 75o/o area memiliki sarpras
persampatran yang tidak terpelihara
25Vo - 5ff/o area memiliki sarpras
persampahan yang ddak terpeiihara

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan
pemeliharaan drainase pada lokasi.

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidaktersediaan sistem Froteksi secara Aktif dan pasif

Prasarana
proteksi
kebakaran
lingkungan yang
ada

Ketidaktersediaan
prasarana
proteksi
kebakaran

Pasokan air untuk pemadam kebakaran
Jalan lingkungan yang memadai untuk
sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
Sarana komunikasi

Data tentang sistem proteksi kebakaran

Bangunan pos kebakaran

760/o - 100% area tidak memiliki prasarana
proteksi kebakaran

SLo/o - 75o/o area tidak memiliki prasarana
prof.eksi keba-karan

25o/o - 50% area tidak memiliki prasarana
proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatlan masing-masing*T 
T:::::: :::*:: :::: lt3:

3. Tidak Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 

Jenis 
pemeliharaan 
sa.rana dan 
prasarana 
pengelolaan 
persampahan 
yang dilakukan 

Pemeliharaan 
sarai1a dan 
prasarana 
pengelolaan 
persampahan 
dilakukan pada 

n Pemeliharaan rutin 

- 
Pemeliharaan berkala 

LJ 
n 76% - 100% area memiliki sarpras 

persampahan yang tidak terpelihara 
51 o/o - 7 5% area memiliki sarpras 
persampahan yang tidak terpelihara 
25% - 50°/o area memiliki sarpras 

LJ persampahan yang tidak terpelihara 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kegiatan 
pemeliharaan drainase pada lokasi. 
........................................................................................................ 

J.KONDISIPROTEKSIKEBAKARAN 

1. Ketidaktersediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif 

Prasarana 
proteksi 
kebakaran 
lingkungan yang 
ada 

Ketidaktersediaan 
prasarana 
proteksi 
kebakaran 

Pasokan air untuk pemadam kebakaran 
Jalan lingkungan yang memadai untuk 
sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran 

- 
Sarana komunikasi 

Data tentang sistem proteksi kebakaran 

Bangunan pos kebaka.ran 

76% - 100°/o area tidak memiliki prasarana 
proteksikebakaran 
51°/o - 75°/o area tidak memiliki prasarana 
nroteksi kebakaran 

D ;S�;o- - �O� .; �dak memiliki prasarana 
proteksi kebakaran 

Mohon dapat dilarnpirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing 
sistem Proteksi kebakaran pada lokasi. 



2. Sarana Proteksi

AIat pemadam api ringan (APAR)

Mobil pompa

Mohil t8ngga

Feralatan pendukurU lainnya

760/o - 10tro arpa tidak memiliki aarana
proteksi kebakaran

5lo/o - 75o/a anea tidak memiliki sarana
proteksi kebakaran

25o/o - 58/o anm tidak memiliki sarana
pro&ksi kebakamn

Sarana prot&i
kebakaran
linglnrngan yang
ada

Ketideltersediaarr
sanane proteksi
kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk
pemadsman di lokasi. i'

I.2. PROSEDUR PEt{DATAAI{

I
,i:.,:.. ,___r---'":':'.l 

I Rekepitulasititgkat 
iJi kabupaten/kota ;#\--- -------'

t
I
I

Penjelasan format
pendataanI I

I I
Penjelasanfonnat

psndataan
I RekapitulasitirUkat :

hwmaun/dlstrlk i
-4---------'itr'

I I,
rrrrrr*b-----r

Relcpitulasitlrukat i
kelurahan/desa i

-.-..-.-.,

t
I
I
I\

I I
I
I
a

Penjehsaniormat
p€rdataan I

t
I
I
I
i

I
t
a

I
Penlelasan format

petdataan .

I Rckapltulasi tingkat

-----iY-
I

I I I,

TORAIA UTARA,

&
-n-

JA r)

t

".1.

4

2. KetidaktersecHaan Sarana Proteksi Kebakaran 

Sarana proteksi 
kebakaran 
lingkungan yang 
ada 

Ketidaktersediaan 
sarana proteksi 
kebakaran 

Q Alat pemadam api ringan (APAR) 

LJ Mobil pompa 

LJ Mobil tangga 
LJ Peralatan pendukung lainnya 

76% - 1000.4» area tidak memiliki sarana 
proteksi kebakaran 
51% - 75% area tidak memiliki sarana 
proteksikebakaran 
25% - SOOA> area tidak memiliki sarana 
proteksi kebakaran 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk 
pemadaman di lokaai. 

I.2. PROSEDUR PENDATAAN 



I"AMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2O2O TANGGAL 17 DESEMBER 2O2O

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

II. 1. FORMUI,ASI PENII.,AIAN T.OKASI

DATA ISIAN INDIKATOR DAN PARAMETER KEKUMUHAN

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA. . . .

DATA UMUM KAWASAN

Kawasan Luas SK ,*ffi

:.":'1.,1. .:, :Li
,:-i''i,. .i::i'llii
ir,.;ifl*.#i"*

il,i#r:':#ll
iirriii-,:lH

fiffi

ffifti$H

Ha

Ha

Unit

jiwa

KK

Keluratran Luas Verilikasi

Kecamatan Jumlah Bangunan :

I(abupaten Jumlah Penduduk :

Frovinsi Jumlah KK



DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN

I.ASPEK KONDISI BANGUNAN
GEDUNG
a-. Ketida-kteraturan

Bangunan

b. Tingkat Kepadatan
Bangunarr

c. Keiidaksesuaian <iengan
persyaratan teknis
bangunan

2.ASPEK KONDISI JALAN
LINGKUNGAN
a. Cakupan pelayanan jalan

lingkungan

b. Kualitas permukaan jalan
lingkungart

. ,Iumlah bangunarr
tidak teratur

. Luas kawasan dengarr
kepadatan >2OO|25O
rrnif /ha

. Jumiah bangunan
tidak sesuai teknis

Panjang jalan idel
. (standar minimal)

' Pa4iang jalan
eksisting

. Panjang jalan dengart
permukaan retak dan
perubatran bentuk

. i .i. i,',:ir.i,,,.,.,:1t;,.

.i,,: 1r,.;1."i,iUnit

m'
::. .: I ,l.t ,: r'

olI 'r!:titjliili' ,

:t:r;rrl.;:':::i :.1ljiil;il,ir1i'
m'

i'r.ia.,.i.a*+liriu
;ji; lGii rii ir{t+it'.i

m'

Numerik

,:r.

KK

KK

Ha

m'

m'

m'

3. ASPEK KONDISI
PEI{YEDIAAN AIR MINUM
a. Ketersediaan Akses Aman

Air minum

b. fidak terpenuhinya
kebutuhan air minum

4. ASPEK KONDISI DRAINASE
LINGKUNGAN

a. Ketidakmampuart
mengalirkan limpasan air

. Jumlah KK tidak
terakses air minum
berkualitas

. Jumlah KK tidak
terpenuhi air minum
cukup

. Luas l(awasan yang
terkena genangan

i1r ;1j1irf :,,r1ji,11;rr1,,,..,

'1,1,1iil1',;i:r;";"i,f ir,i'i.'i
i.:t ::li t- , tri ::. : .:i

.,.: .:; . .. rr '1-:.:.,,i...

I ::. i.. ii : - :rir"fr.j .l -.. .

Panjang drainase ideal i,,,:,, 1" ;1 
:. 

r..il,;,i
(standar minimai) .i' ', ,, '.,','1':'-

i

b.Ketidaktersediaan drainase . Panjang saluran iii'"'ii:,1',:!l"oi' t,,

drainase eksisting' ""1.r:'"; 
1111r;t'1:r

c. Kuaiitas Konstruksi ' Panjang saiuran ffi #iii
drainase drainase nrsak ;:ir!;;':i':;r1:'ii ':r;r ii' 'r

i;,i :t,,*;"ii ,Ijnit
:1 .:,,'.']'.'.,r". .'i:.,r.+:

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN 

I 1. ASPEK KONDISI BANGUNAN 

I GEDUNG 
a_ Ketidakteraturan I Ban gun an 

I b. Tingkat Kepadatan 

j Ban gun an 

I c. Ketidaksesuaian dengan 
persyaratan teknis 
bangunan 

• .Ju mlah bangu nan 
tidak teratur 

• Luas kawasan dengan 
kepadatan >200/250 
unit/ha 

• Jumlah bangunan 
tidak sesuai teknis 

Numerik 

2.ASPEK KONDISI JALAN 
LING KUN GAN 
a. Cakupan pelayanan jalan 

lingkungan 

b. Kualitas permukaan jalan 
lingkungan 

Airminum 

b. Tidak terpenuhinya 
kebutuhan air minum 

4. ASPEK KONDISI DRAJNASE 
LINGKUNGAN 

a. Ketidakmampuan 
mengalirkan limpasan air 

c. Kualitas Konstruksi 
drainase 

Panjang jalan idel 
• ( standar minimal) 

• Panjang jalan 
eksisting 

• Panjang jalan dengan 
permukaan retak dan 
perubahan bentuk 

terakses air minum 
berkualitas 

• Jumlah KK tidak 
terpenuhi air minum 
cukup 

• Luas Kawasan yang 
terkena genangan 

• Panjang drainase ideal 
( standar minimal) 

• Panjang saluran 
drainase rusak 

m' 

m' 

m' 

KK 

KK 

Ha 

m' 

m' 

m' 

I 

I 
I 

3. ASPEK KONDISI 
PENYEDIAAN AIR MINUM 
a. Ketersediaan Akses Aman • Jumlah KK tidak 

b. Ketidaktersediaan drainase • Panjang saluran 
drainase eksistina '-l.l. c;;u..1. Q "' Q.1.Q\..1..1..1.6 



5. ASPEK KONDISI
PENGEI.OLAAN AIR LIMBAH

a. Sistem pengelolaan air
limbah tidak sesuai
standar teknis

b. Prasarana dan sarana
pengelolaan air limbatr
tidak sesuai denga:r
standar teknis

6. ASPEK KONDISI
PENGEI.OLAAN
PERSAMPAHAN
a. Prasararia dan sarafia

persampahan tidak sesuai
dengan persyaratan teknis

b. Sistem Pengelolaan
Persampahan yang tidak
sesuai standar teknis

7. ASPEK KONDISI PROTEKSI
KEBAKARAN
a. Ketidaktersediaan

Prasarana Proteksi
Kebakarart

b. Ketidaktersediaan sarana
proteksi kebakaran

. Jumlah KK tidak
terakses sistem air
limbah standar

. Jumlah KK dengarr
sarpras air limbah
tidak sesuai staridar
teknis

n Jumlarh KK dengan
sarpras pengolahan
sampah yang tidak
sesuai sta-nelar teknis

. Jumlah KK dengan
sistem pengolahan
sampah tidak sesuai
standar teloris

, Jumlatr bangUnarr
tidak terlayani
prasarana proteksi
kebakaran

. Jumlah bangunart

KK

KI(

.'r;.:.".'.: l.' j ..i:-"i" ::'",,

,,],,;;...,,'';':,:r.trrii!it]'.,liii
;i i,'.i,ri::.irr.,i.i,:illix;i.r ;.,::;

KK

ffi*"iffi KK

tidak terlayani sarana ,ri i,, ,, .",,', .:

proteksi kebakaran , '. "' ' " ':'r'' Unit

ffi,ffi..l"ilunit

5. ASPEK KONDISI 
PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

a. Sistem pengelolaan air 
limbah tidak sesuai 
standar teknis 

b. Prasarana dan sarana 
pengelolaan air limbah 
tidak sesuai dengan 
standar teknis 

6. ASPEK KONDISI 
PENGELOLAAN 
PERSAMPAHAN 
a. Prasarana dan sarana 

persampahan tidak sesuai 
dengan persyaratan teknis 

b. Sistem Pengelolaan 
Persampahan yang tidak 
sesuai standar teknis 

• Jumlah KK tidak 
terakses sistem air 
limbah standar 

• Jumlah KK dengan 
sarpras air limbah 
tidak sesuai standar 
teknis 

= .Jurnlah KK dengan 
sarpras pengolahan 
sampah yang tidak 
sesuai standar teknis 

• Jumlah KK dengan 
sistem pengolahan 
sampah tidak sesuai 
standar teknis 

KK 

KK 

KK 

KK 

7. ASPEK KONDISI PROTEKSI 
KE BAK.ARAN 
a. Ketidaktersediaan 

Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

• J umlah bangunan 
tidak terlayani 
prasarana proteksi 
kebakaran 

b. Ketidaktersediaan sarana 
proteksi kebakaran 

• Jumlah bangunan 
tidak terlayani sarana 
proteksi kebakaran Unit 



II.2. ASPEK, KRITERIA, INDIKATOR, DAN PARAMETER PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ASPIrli K It I]'tr R L,\ IN DI Ii,Al'O Fi I).\ ll ,\ N,l Fl'l' Fl R NILAI SUNltsI,;R
I ),'\',1" \

1. KONDISI
BANGUNAN
GEDUNG

a. Ketidakteraturan
bangunan

. Tidak memenuhi
ketentuan tata
bangunan dalam
RDTR, meliputi
pengaturan
bentuk, besaran,
perletakan, dan
tampilan
bangunan pada
suatu ?nrl.ai
dan,/atau

. Tidak memenuhi
ketentuan tata
bangunan dan
tata kualitas
lingkungan dalam
RTBL, meliputi
pengaturan blok
lingkungan,
kapling,
bangunan,
ketinggian dan
elevasi lantai,
konsep orientasi
lingftungan, dan
wilayah jalan

. 76o/o-lOff/o
bangunan pada
lokasi tidak
memiliki
keteraturan

5

.51 3
bangunan pada
lokasi tidak
memiliki
keteraturan

Dokumen
RDTR &
RTBL,
Format
Isian,
Observasi

'25o/o-5ff/o
bangunan pada
lokasi tidak
memiliki
keteraturan

1

b. Tingkat
Kepadatarr
Penduduk

r KDB melebihi
ketntuan RDTR,
daniaiau RTtsL

. KLB melebihi
ketentuan dalam
RDTR, dan/atau
RTBL; dan/atau

' Kepadatan
bangunan yang
tingg pada lokasi,
yaitu :. untuk kota

metropolitan
dan kota besar
*r}trfi "-i+ /Lfn
- -9V VLILLI I LA

, untuk kota
sedang dan
kota kecil >20O
unit/Ha

. 760/o-l 5
bangunart
nremiiiki
kepadatan tidak
sesuai
ketentuan

. 5lo/o-75o/o
bangunan
memiliki
kepadatan tidak
sesua
ketentuan

3
Dokumen
RDTR &
RTBL,
Dokumen
IMB,
Format
Isian, Peta
Lokasi'25o/o-5ff/o

l+^5 a, r - ^5uurSllrr(llr
memiliki
kepadatan tidak
sesuai
ketentuan

1

c. Ketidaksesuaian
dengart
persyaratarr
teknis bangunan

Kondisi banguna
pada lokasi tidak
memenuhi
persyaratan:
. pengendalian

dampak
lingkungan

.76o/o-LOU/o
bangunan pada
lokasi tidak
memenuhi
persyaratan
teknis

5



. 5lo/o-75o/o
bangunan pada
lokasi tidak
memenuhi
persyaratan
teknis

3

' 25o/a-5Oo/o
bangunan pada
lokasi tidak
memenuhi
persyaratan
teknis

1

\f,/awancara,
Format
Isian,
Dokumen
IMB,
Observasi

. pembangunan
bangunan gedung
di atas dan/atau
di bawah tanah,
oir r{an /atarrs ss^/ slBs

prasarana/sarana
umum

r keselafiratan
bangunan gedung

. kesehatarr
hansrrna sedrrns"_-'_o*_--_. kenyamanan
bangunan gedung

. kemudahan
bangunan gedung

5. 760/o - loOo/o
area tidak
terlayani oleh
jaringan jalan
lingkungan

, 517o -71o/oarea
tidak terlayani
oleh jaringan
jalan
linckuncan

3

I

Wawancara,
Format
Isian,
Peta l,okasi,
Observasi

a. Jaringan jalan
lingkungan tidak
melayani seluruh
lingkungan
perumahan atau
permukimarr

Sebagian lokasi
perumahan atau
permukiman tidak
terlayani dengan
jalan lingkungan
yang sesuai dengan
ketentuan teknis

. 25o/o - 50o/o area
tidak terlayani
oleh jaringan
jalan
lingkungan

. 760/o - 100P/o

area memiliki
kualitas
permukaan
.ialan vang
buruk

5

' Slo/o - 75o/o area
memiliki
kualitas
permukaan
jalan yang
buruk

3

b.Kualitas
Permukaan Jalan
Lingkungan yang
buruk

Sebagian atau
seluruh jalan
lingkungan terjadi
kerusakan
permukaan-ialan
pada lokasi
perumahan atau
permukiman

. 25o/o - 50o/o area
memiliki
kualitas
permukaan
jalan yang
buruk

1

Wawancara,
Format
Isian,
Peta Inkasi,
Observasi

2. KONDISI
.IALAN
LINGKUNGAN

5, 760/o - 100o/o
populasi tidak
dapat
mengakses air
minum yang
aman

. 51Yo - 75o/o
populasi tidak
dapat
mengakses air
minum yang
aman

3
Wawancara,
Format
Isian,
Observasi

a.akses aman air
minum tidak
tersedia

Masyarakat pada
lokasi perumahan
dan permukiman
tidak dapat
mengakses air
minum yang
memiliki kualitas
tidak berwarna,
tidak berbau, dan
tidah berasa

3. KONDISI
PET.IYEDIAAN
AIR MINUM

sUNlBl..i{
I ),\',1' \

,,\s I 
,1,.1\ Klll'l I'-l(1,'\ INI)iliYI'()t( t, \R,\Nl1._',1'l..lt N Il-.,\t1\S Pl·� I, I'\ I< IT I·� I< I i\ IN I) I I'\ 1\TU I< f->.,\ I</\ M l·�'I' Ii� I< NI L/\1 SU r'vl Ii I·: I< 

I ) .t\'J' ·\ 
• pembangunan • 51%-75% 3 

bangunan gedung bangunan pada Wawancara, 
di atas dan/ atau lokasi tidak Format 
di bawah tanah, memenuhi Isian, 
air dari/atau persyaratan Dokumen 
prasarana/ sarana teknis IMB, 
umum Observasi 

• keselamatan • 25%-50% 1 bangunan gedung bangunan pada • kesehatan 
banguna gedung lokasi tidak 

memenuhi • kenyamanan persyaratan bangunan gedung 
• kemudahan teknis 

bangunan gedung 
2. KONDISI a. Jaringan jalan Sebagian lokasi • 76% - 100% 5 

.JALAN lingkungan tidak perumahan atau area tidak 
LING KUN GAN melayani seluruh permukiman tidak terlayani oleh 

lingkungan terlayani dengan jaringan jalan 
perumahan atau jalan lingkungan lingkungan Wawancara, 
permukiman yang sesuai dengan • 51% - 75% area 3 Format 

ketentuan teknis tidak terlayani Isian, 
oleh jaringan Peta Lokasi, 
jalan Observasi 
lingkungan 

• 25% - 50% area 1 
tidak terlayani 
oleh jaringan 
jalan 
lingkungan 

b.Kualitas Sebagian atau • 76%- 100% 5 
Permukaan Jalan seluruh jalan area memiliki 
Lingkungan yang lingkungan terjadi kualitas 
buruk kerusakan permukaan 

permukaan jalan jalan yang 
pada lokasi buruk 
perumahan atau • 51% - 75% area 3 Wawancara, 
permukiman memiliki Format 

kualitas Isian, 
permukaan Peta Lokasi, 
jalan yang Observasi 
buruk 

• 25% - 50% area 1 
memiliki 
kualitas 
permukaan 
jalan yang 
buruk 

3. KONDISI a. akses aman air Masyarakat pada • 76%- 100% 5 
PENYEDIAAN minum tidak lokasi perumahan populasi tidak 
AIR MINUM tersedia dan permukiman dapat 

tidak dapat mengakses air 
mengakses air minumyang 
minumyang aman 
memiliki kualitas • 51% - 75% 3 
tidak berwarna, populasi tidak Wawancara, 
tidak berbau, dan dapat Format 
tidak berasa mengakses air Isian, 

minumyang Observasi 
aman 



NII-.\I SI]NII',F,R
I ) ,\'l',\

I'\RAN{I,,'I'I.-R,\s l,[,, N Ktll'l't'.lil'\ INt)iliA',t'()tt

1.25o/o - 50P/o
populasi tidak
dapat
mengakses air
minrrm rrancl

aman

' 760/o - LOU/o
populasi tidak
terpenuhi
kebutuhan air
minllm

5

. Slo/o - 75o/o
populasi tidak
terpenuhi
kebutuhan air
minrim

3

1

Wawancafa,
Format
Isian,
Observasi

minum masya.rakat
pada lokasi
perumahan atau
permukiman tidak
mencapai minimal
sebanyak 60
liter/orang /hari

' 25o/o - 50o/o
populasi tidak
terpenuhi
kebutuhan air
minum

minum minimal
setiap individu
tidak terpenuhi

alr

5
area tidak
tersedia
drainase
lingkungan
dan/atau tidak
terhubung
dengan hirarki

I

di
3

1

Wawancara,
Format
Isian, Peta
HS,
Observasi

. 5lo/o - 75o/o area
tidak tersedia
drainase
lingkungan
dan/atau tidak
terhubung
dengan hirarki
di atasnya

. 25o/o - 50P/o area
tidak tersedia
drainase
lingkungan
dan/atau tidak
terhubung
dengan hirarki
di

dan/atau saluran
lokal tidak tersedia,
dan/atau tidak
terhubung dengan
saluran pada
hierarki di atasnya
sehingga
menyebabkan air
tidak dapat mengalir
dan menimbulkan
genangan

tersier
lingkungan tidak
tersedia

a.

5' 760/o - LOtr/o
area terjadi
genangan
>3ocm,> 2 jarrt
dan>2x
setahun

3

Wawancara,
Format
Isian,
Peta RIS,
Observasi

. 5lo/o -
terjadi
genangan
>30cm, > 2 jam
dan>2x

alea

lingkungan tidak
mampu mengalirkart
limpasan air
sehingga
menimbulkart
genangan dengan
tinggi lebih dari 30
cm selama lebih dari
2 jam dan terjadi
iebih clari 2 i€li
setahun

Jaringanb. drainase
lingkungan tidak
mampu
mengalirkan
limpasan air
hujan sehingga
menimbulkan
genangan

4. KONDISI
DRAINASE
LINGKUNGAN

dan > 2 x 
setahun I teoin dart � kali 

setahun 

t\S Pfi� I, !-..: RI rl' f·: f� I .I\ I N DI !-..: 1\TO f� P.\ R:\ M !·:TEI"< NILA! SUM l-3f·:R 
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• 25%- 50% 1 
populasi tidak 
dapat 
mengakses air 
minum yang 
aman 

b. kebutuhan air Kebutuhan air • 76%- 100% 5 
minum minimal minum masyarakat populasi tidak 
setiap individu pada lokasi terpenuhi 
tidak terpenuhi perumahan atau kebutuhan air 

permukiman tidak min um 
mencapai minimal minimalnya 
sebanyak 60 • 51% - 75% 3 
liter I orang/hari populasi tidak Wawancara, 

terpenuhi Format 
kebutuhan air Isian, 
min um Ohservasi 
minimalnva 

• 25%- 50% 1 
populasi tidak 
terpenuhi 
kebutuhan air 
min um 
minimalnva 

4. KONDISI a.drainase Saluran tersier • 76%- 100% 5 
DRAINASE lingkungan tidak dan/ atau saluran area tidak 
LING KUN GAN tersedia lokal tidak tersedia, tersedia 

dan/ atau tidak drainase 
terhubung dengan lingkungan 
saluran pada dan/ atau tidak 
hierarki di atasnya terhubung 
sehingga dengan hirarki 
menyebabkan air di atasnva 
tidak dapat mengalir • 51% - 75% area 3 Wawancara, 
dan menimbulkan tidak tersedia Format 
genangan drainase Isian, Peta 

lingkungan RIS, 
dan / atau tidak Observasi 
terhubung 
dengan hirarki 
di atasnya 

• 25% - 50% area 1 
tidak tersedia 
drainase 
lingkungan 
dan/atau tidak 
terhubung 
dengan hirarki 
di atasnva 

b. drainase Jaringan drainase • 76%- 100% 5 
lingkungan tidak lingkungan tidak area terjadi 
mampu mampu mengalirkan genangan 
mengalirkan limpasan air >30cm,> 2 jam Wawancara, 
limpasan air sehingga dan > 2 x Format 
hujan sehingga menimbulkan setahun Isian, 
menimbulkan genangan dengan • 51% - 75% area 3 PetaRIS, 
genangan tinggi lebih dari 30 terjadi Observasi 

cm selama lebih dari genangan 
2 jam dan terjadi >30cm, > 2 jam 

- i· ' - ' 
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terjadi
genan8an
>30cm, > 2 jam
dansDv

setahun

o area 1

. 760/o - IOU/o
arca memiliki
kualitas
konstruksi
drainase
lingkungan
buruk

5

memiliki
kualitas
konstruksi
drainase
lingkungan
buruk

area' Slolo - 3

konstruksi
drainase
lingkungan
buruk

c. Kualitas konstruksi
drainase buruk
karena berupa
galian tanah
tanpa material
pelapis atau
penutup maupun
karena telah
terjadi kerusakan

a 25Vo - 50o/o area
memiliki
kualitas
konstruksi
drainase
lingkungarr
buruk

I

Wawancara,
Format
Isian,
Peta RIS,
Observasi

area memiliki
sistem air
limbah yang
tidak sesuai
standaf teknis

. 760/o - 5

' 5170 -71o/oatea
memiliki sistem
air limbah yang
tidak sesuai
standa.r teknis

3

a. sistem
pengelolaan air
limbah tidak
memenuhi
persyaratan
teknis

Pengelolaan air
limbah pada lokasi
perumahan atau
permukiman tidat<
merniliki sistem
yang memadai, yaitu
kakus/kloset yang
tidak terhubung
dengan tangki
septik baik secara
individual/domestik,
komunal maupun
terpusat.

' 25Vo - 5O7oarea
memiliki sistem
air limbah yang
tidak sesuai

1

Wawancara,
Format
Isian,
Peta RIS,
Observasi

'760/o - 10O%
area memiliki
prasarana air
limbah tidak
sesuai
persyaratan
teknis

5

o/o'75o/o dfe8.,
memiliki
prasarana air
limbah tidak
sesuai
persyaratan
teknis

I 3

PENGELOI,AAN
AIR LIMBAH

5.

b. prasarana dan
sarana
pengelolaan air
limbah tidak
memenuhi
persyaratan
teknis

dan sarana
pengelolaan air
limbah pada lokasi
perumahan atau
permukiman
dimana:
1. kakus/kloset

tidak terhubung
dengan tangki
septik;

2. tidak tersediarrya
sistem
pengolahan
limbah setempat
atau terpusat

prasarana

' 25o/o - 5O7o area
memiliki
prasarana air
Iimbah tidak
sesuai

1

Wawanca-ra,
Format
Isian,
Peta RIS,
0bservasi

ASPEI, "RITER IA INDl"ATOR PAR:\METER NILA! SUMBER 
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• 25% - 50% area 1 
terjadi 
genangan 
>30cm, > 2 jam 
dan > 2 x 
setahun 

c. kualitas Kualitas konstruksi • 76%- 100% 5 
konstruksi drainase buruk area memiliki 
drainase karena berupa kualitas 
lingkungan galian tanah konstruksi 
buruk tanpa material drainase 

pelapis atau lingkungan 
penutup maupun buruk 
karena telah • 51% - 75% area 3 Wawancara, 
terjadi kerusakan memiliki Format 

kualitas Isian, 
konstruksi Peta RI8, 
drainase Observasi 
lingkungan 
buruk 

• 25% - 50% area 1 
memiliki 
kualitas 
konstruksi 
drainase 
lingkungan 
buruk 

5. KONDISI a. sistem Pengelolaan air • 76%- 100% 5 
PENGELOLAAN pengelolaan air limbah pada lokasi area memiliki 
AIR LIMBAH limbah tidak perumahan atau sistem air 

memenuhi permukiman tidak limbahyang 
persyaratan memiliki sistem tidak sesuai 
teknis yang memadai, yaitu standar teknis 

kakus/kloset yang • 51% - 75% area 3 
tidak terhubung memiliki sistem Wawancara, 
dengan tangki air limbah yang Format 
septik baik secara tidak sesuai Isian, 
individual/ domestik, standar teknis Peta RIS, 
komunal maupun • 25% - 50% area 1 Observasi 
terpusat. memiliki sistem 

air limbah yang 
tidak sesuai 
standar teknis 

b. prasarana dan Kondisi prasarana • 76%- 100% 5 
saran a dan sarana area memiliki 
pengelolaan air pengelolaan air prasarana air 
limbah tidak limbah pada lokasi limbah tidak 
memenuhi perumahan atau sesuai 
persyaratan permukiman persyaratan 
teknis dimana: teknis 

1. kakus/kloset • 51% - 75% area 3 Wawancara, 
tidak terhubung memiliki Format 
dengan tangki prasarana air Isian, 
septik; limbah tidak Peta RIS, 

2. tidak tersedianya sesuai Observasi 
sistem persyaratan 
pengolahan teknis 
limbah setempat • 25% - 50% area 1 
atau terpusat memiliki 

prasarana air 
limbah tidak 
sesuai 



persyaratan
teknis

' 764/o - 100s/o
area memiliki
prasalana
pengelolaan
pefsampahan
yang tidak
memenuhi
persyaratan
teknis

5

3' 51o/o - 75o/o a?ea
memiliki
prasarana
pengelolaan
persampahan
yang tidak
memenuhi
persyaratan
teknis

Prasarana dan
sarana
persampahan pada
lokasi perumahan
atau peftnukiman
tirlak sesuai dengan
persyaratan teknis,
yaitu:
1. tempat sampah

dengan pemilahan
sampah pada
-l -r- -rsKata u0lrrestu(
atau rumah
tangga;

2. tempat
pengumpulan
sampah (TPS)
^r^-- 6h6 4niaLi{u I rlD Jl\
(teduw, tleuse,
reqclel pada
skala lingkungan;

3. sarana
pengangkutan
sampah pada
skala lingkungan;
dart

4. tempat
pengolahart
sampah terpadu
ITI)STI narla alralat.. v.,
lingkungan.

o 25o/o- Sff/oarca
memiliki
prasarana
pengelolaarr
persampahan
yang tidak
memenuhi
persyaratan
1-t---!-
LCKI,IITJ

1

Iffarrranaarart qt! 4rv4 s,

Format
Isian,
PCtA RIS,
Observasi

a, prasarana dan
sarana
persampahan tidak
memenuhi dengan
persyaratan teknis

5o 760/o - 10ff/o
area memiliki
sistem
persampahan
tidak sesuai
standar

3o 5lo/o-75o/o atea
memiliki sistem
persampahan
tidak sesuai
standar

Wawancafa,
Format
Isian,
Peta RIS,
Obsemasi

o 25ah - 5006 area
memilikisistem
persampahan
tidak sesuai
standar

1

Pengelolaarr
persampahan pada
lingkungan
perumahan
atau permukiman
tidak
memenuhi
persyaratan
sebagai berikut:

. l.pewadahan dart
pemilahan
domestik;

2. pengumpulan
lingkungan;

3. pengangkutan
ling|<ungan;

4. pengolahan
lingkungan

6. KONDISI
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

b. sistem
pengelolaan
persampahan
tidak memenuhi
persya.ratan
teknis

5

Wawancara,

o 760/o - lOtr/a
area tidak
memiliki
prasarana
proteksi
kebakaxan

a. prasarana
proteksi
kebakaran tidak
tersedia

Tidak tersedianya
prasarana proteksi
kebakaran pada
lokasi,yaitu:
1.. pasokan air;
2. jalan lingkungan;

7. KONDISI
PROTEKSI
KEBAKARAN

Nll.\l St;\llil'.R
I ) ,\'l'{
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persyaratan 
teknis 

6. KONDISI a. prasarana dan Prasarana dan • 76%- 100% 5 
PENGELOLAAN sarana saran a area memiliki 
PERSAMPAHAN persampahan tidak persampahan pada prasarana 

memenuhi dengan lokasi perumahan pengelolaan 
persyaratan teknis atau permukiman persampahan 

tidak sesuai dengan yang tidak 
persyaratan teknis, memenuhi 
yaitu: persyaratan 
1. tempat sampah teknis 

dengan pemilahan 
sampah pada 

• 51% - 75% area 3 \X/ awancara, skala domestik 
atau rumah memiliki Format 
tangga; prasarana Isian, 

2. tempat pengelolaan PetaRIS, 
pengumpulan persampahan Observasi 
sampah (TPS) yang tidak 
atau TPS 3R memenuhi 
( reduce, reuse, persyaratan 
recycle) pada teknis 
skala lingkungan; 

3. sarana • 25% - 50% area 1 
pengangkutan memiliki 
sampah pada prasarana 
skala lingkungan; pengelolaan 
dan persampahan 

4. tempat yang tidak 
pengolahan memenuhi 
sampah terpadu persyaratan 
(TPST) pada skala teknls 
lingkungan. 

b. sistem Pengelolaan • 76%- 100% 5 
pengelolaan persampahan pada area memiliki 
persampahan lingkungan sistem 
tidak memenuhi perumahan persampahan 
persyaratan atau permukiman tidak sesuai 
teknis tidak standar 

memenuhi • 51%-75% area 3 Wawancara, 
persyaratan memiliki sistem Format 
sebagai berikut: persampahan Isian, 

· 1. pewadahan dan tidak sesuai Peta RIS, 
pemilahan standar Observasi 
domestik; 

2. pengumpulan • 25% - 50% area 1 
lingkungan; memiliki sistem 

3. pengangkutan persampahan 
lingkungan; tidak sesuai 

4. pengolahan standar 
lingkungan 

7. KONDISI a. prasarana Tidak tersedianya • 76%- 100% 5 
PROTEKSI proteksi prasarana proteksi area tidak 
KEBAKARAN kebakaran tidak kebakaran pada memiliki 

tersedia lokasi.yaitu: prasarana 
1. pasokan air; proteksi 
2. jalan lingkungan; kebakaran Wawancara, 
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t 5l%o - 75o/o ar:l.a
tidak memiliki
prasarana
proteksi
kebakaran

33. sarana
komunikasi;
dan/atau

4. data sistem
proteksi
kebakaran
lingkungan.

o 25o/o - 507o arrea
tidak memiliki
prasarana
proteksi
kebakararr

1

Format
Isian,
Peta RIS,
Observasi

t 7696 - 10096
area tidak
memiliki sarana
proteksi

5

o 1lo/o - 75o/o area
tidak memiliki
sarana proteksi
kebakaran

3

Tidak tersediany'a
sarana proteksi
kebakaran pada
lokasi, yaitu:
l.Alat Pemadam Api

Ringan {APAR};
2.kendaraan

pemadam
kebakaran;
dan/atau

3.mobil tangga
sesuai kebutuhan.

o 25o/o - Sff/o afea
tidak memiliki
6ar^n6 nrnialroiud4ro l,rulvrlsr

kebakaran

1

Wawancara,
Format
Isian,
Peta RIS,
Observasi

b.sarana proteksi
kebakaran tidak
tersedia

(*)

o Keseluruhan
lokasi memiliki
kejelasan
status
nanmlaG66n
lrv..6s4@r

lahan, baik
milik sendiri
atau milik
pihak lain

(-)

Wawancafa,
Format
Isian,
Dokumen
Pertanahan,
Observasi

o Sebagian atau
Observasi
keseluruhan
lokasi tidak
memiliki
kejelasan status
penguasaan
lahan, baik
milik sendiri
atau milik pihak
lain

a. Kejelasan Status
Penguasaarr
Iahan

status penguasaan
lahan berupa:
1. kepemilikan

eanr{iri dancon

bukti dokumen
sertifikat hak atas
tanah atau
bentuk dokumen
keterangan status
tanah lninnva-"-----J --

yang sah; atau
2. kepemilikan

pihak lain
(termasuk milik
adat/ulayat),
dengan bukti izin
pemanfaatan
tanah dari
pemegang hak
atas tanah atau
pemilik tanah
dalam bentuk
perjanjian tertulis
antaxa pemegang
hak atas tanah
atau pemilik

t*)

Wawancara,

terhadap
peruntukan lahan
dalam rencana tata
ruang (RTR), dengan
bukti Izin
Mendirikan

o Keseluruhan
lokasi berada
pada zona
peruntukan
perumahan/
permukiman

RTR

RTRb.

1. LEGALITAS
LAHAN

ASPl(I'\ l,(f<ITl1:l·ni\ INl)ll,(ATOf< PAfV\Mf,:Tf,:I� NIL/\l SUMHl·:f< 
r )AT>\ 
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(-) 

(+) 

penguasaan 
lahan, baik 
milik sendiri 
atau milik 
pihak lain 

sar <.U. .. u.. P ... o ....... u ...... 

kebakaran 

• Keseluruhan 
lokasi memiliki 
kejelasan 
status 

Wawancara, 
FnrmAt 

1-------------- Isian, 
• Sebagian atau Dokumen 

Observasi Pertanahan, 
keseluruhan Observasi 
lokasi tidak 
memiliki 
kejelasan status 
penguasaan 
lahan, baik 
milik sendiri 
atau milik pihak 
lain 

3. sarana • 51% - 75% area 3 Format 
komunikasi; tidak memiliki Isian, 
dan/atau prasarana Peta RIS, 

4. data sistem proteksi Observasi 
proteksi kebakaran 
kebakaran • 25% - 50% area 1 
lingkungan. tidak memiliki 

prasarana 
proteksi 
kebakaran 

b. sarana proteksi Tidak tersedianya • 76% - 100% 5 
kebakaran tidak sarana proteksi area tidak 
tersedia kebakaran pada memiliki sarana 

lokasi, yaitu: proteksi 
1. Alat Pemadam Api kebakaran 

Ringan (APAR); • 51% - 75% area 3 
. 2. kendaraan 

I 
tidak memiliki 

pemadam sarana proteksi Wawancara, 
kebakaran; kebakaran Format 
dan/atau • 25% - 50% area 1 Isian, 

3. mobil tangga tidak memiliki Peta RIS, 
sesuai kebutuhan. n nnn -n-r +.,.1,o-i Observasi 

1. LEGALITAS a. Kejelasan Status Kejelasan terhadap 
LAHAN Penguasaan status penguasaan 

Laban lahan berupa: 
1. kepemilikan 

sendiri, dengan 
bukti dokumen 
sertifikat hak atas 
tanah atau 
bentuk dokumen 
keterangan status 
tAnah lainnya 
yang sah; atau 

2. kepemilikan 
pihak lain 
(termasuk milik 
adat/ulayat), 
dengan bukti izin 
pemanfaatan 
tanah dari 
pemegang hak 
atas tanah atau 
pemilik tanah 
dalam bentuk 
perjanjian tertulis 
antara pemegang 
hak atas tanah 
atau pemilik 
tanah dengan 

I I I 

b. Kesesuaian RTR Kesesuaian 
terhadap 
peruntukan lahan 
dalam rencana tata 
ruang(RTR),dengan 
bukti Izin 
Mendirikan 

• Keseluruhan 
lokasi berada 
padazona 
peruntukan 
perumahan/ 
permukiman 
sesuai RTR 

(+) 

Wawancara, 



Bangunan atau
Surat Keterangan
Rencana
Kabupaten /Kota
(SKRK).

o Sebagian atau
keseluruhan
lokasi berada
bukan pada
zafla

peruntukan
perumahan /
permukiman
oaorroi PFPgvgg(g r\ra\

(-l

Format
Isian,
RTRW,
RDTR,
Observasi

o L,okasi terletak
pada fungsi
strategis
kabupaten /kota

5a.
L.okasi

Strategis Pertimbangan
lokasi perumahan
atau
permukiman pada:
1. fungsi strategls

kabupaten /kotai
atau

2. bukan fungsi
strategis
kabupaten/
kota

o Iakasi tidak
terletak pada
fungsi strategis
kabupaten/kota

1

Wawancara,
Format
Isian,
RTRW,
RDTR,
Observasi

r Kepadatarr
Penduduk pada
Iokasi sebesar
>2OO Jiwa/Ha

5

o Kepadatan
Penduduk pada
Iokasi sebesar
151 - 200
Jiwa/Ha

J

b. Kependudukan Pertimbangan
kepadatan
penduduk pada
lokasi perumahan
atau permukiman
dcngan klasifikasi:
1. rendah yaitu

kepadatan
penduduk di
bawah 150
jiwa/ha;

O car{anc rraifrr
-. svu.J.6JsLu

kepadatan
penduduk antara
151- 200 jiwa/ha;

3. tinggi yaitu
kepadatan
nenrlrrdrrlr anttere
201-400 jiwa/ha;

4. sangat padat
yaitu kepadatan
penduduk di atas
400

r Kepadatan
Penduduk pada
Lokasi sebesar
<150 Jiwa/Ha

I

Wawancara,
Format
Isian,
Statistik,
Ohsewa-si

l.PERTIMBANGAN
I,AIN

c. Kondisi Sosial,
Ekonomi dan
Budaya

Perf.imbanEan
potensi yang dimiliki
lokasi perumahan
atau permukimarr
berupa:
1. potensi sosial

yaitu tingkat
partisipasi
masyarakat
dalam
mendukung
pembangunan;

r lokasi memiliki
potensi sosial,
ekonomi dan
budaya untuk
dikembangkan
atau dipelihara

.5

Wawancara,

NII-,,\t SrI\1tii..t.l
I ) r\'l',\
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Bangunan atau 
Surat Keterangan 
Rencana 
Kabupaten/Kota 
(SIC�K). 

• Sebagian atau 
keseluruhan 
lokasi berada 
bukan pada 
zona 
peruntukan 
perumahan I 
permukiman 
sesuai RTR 

(-) 

Format 
Isian, 
RTRW, 
RDTR, 
Observasi 

:;;�tlf��!f-ji}\t' 
1.PERTIMBANGAN a. Nilai Strategis 

LAIN Lokasi 

b. Kependudukan 

c. Kondisi Sosial, 
Ekonomi dan 
Budaya 

Pertimbangan letak • Lokasi terletak 5 
lokasi perumahan pada fungsi 
a tau strategis 
permukiman pada: kabupaten/kota Wawancara, 
1. fungsi strategis Format 

kabu paten/ kota; 
• Lokasi tidak 1 

Isian, 
atau RTRW, 

2. bukan fungsi terletak pada RDTR, 
strategis fungsi strategis Observasi 
kabupaten/ kabupaten/kota 
kntA 

Pertimbangan • Kepadatan 5 
kepadatan Penduduk pada 
penduduk pada Lokasi sebesar 
lokasi perumahan >200 Jiwa/Ha 
atau permukiman 
dcngan klasifikasi: • Kepadatan 3 
1. rendah yaitu Penduduk pada 

kepadatan Lokasi sebesar Wawancara, 
penduduk di 151- 200 Format 
bawah 150 Jiwa/Ha Isian, 
jiwa/ha; Statistik, 

I) C!PNann uo;+11 Kepadatan i Observasi .... V'V�""'""'.l.b J""4..l."'\.4. • kepadatan Penduduk pada 
penduduk antara Lokasi sebesar 
151- 200 jiwa/ha; < 150 Jiwa/Ha 

3. tinggi yaitu 
kepadatan 
penduduk antara 
201-400 jiwa/ ha; 

4. sangat padat 
yaitu kepadatan 
penduduk di atas 
400 Hwa ha; 

Pertim bangan • T .okasi merniliki 5 
potensi yang dimiliki potensi sosial, 
lokasi perumahan ekonomi dan 
atau permukiman budaya untuk 
berupa: dikembangkan 

1. potensi sosial atau dipelihara 
yaitu tingkat 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
mendukung 
pembangunan; 

Wawancara, 



,lir;
,,\,l ,

\:, i'i \i I

yaihr adanya
l.egiahn elonomi
tstcotu ]rang
hrrsifat strat€is
tagi maErarakat
setempet;

3. potensi budaya
fiaitu adanya
kqiatan atau
warlsan budqna
tetmtu yang
dimillki
rnasJrarakat

2. o lokasi tidak
memiliki
potensi s)sial,
elonomi dan
budaYafirgs
untuk
dikembanghan
etau dipelihera

1 Foraat
Isiarr,
Observasi

II.3. FORMUI-q,SiI PENIIAIAN, BERBAGAI KEMI.'NGKINAN KI.ASIIFIKASII DAN
SKAIA PRIORITAS PENANGAI{AN

SKAI,A PRIORITAS
PENANGANAN
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UTARA,

.fJ

lY

.,r,

"t "JA
E}

60-80
38-59 Kumuh Scdang
16-37 Kumuh Ringan

(+l Status tanah l€al

i'._t
, Fcr-tubot

Status tsnatl
tidek lecel#

[gEq lhh :': r]

1 1-15 Ferdmbangan
lain tinffi

6-10 Fertimbangan
lain sedanc

1-5 Rfiimbangan
lcin rendeh

1 1 4 4 7 7 2 2 5 5 E I 3 3 6 6 9 9

I
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I 
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2. potensi ekonomi 
yaitu adanya 
kegiatan ekonomi 
tertentu yang 
bersifat strategis 
bagi masyarakat 
setempat; 

3. potensi budaya 
yaitu adanya 
kegiatan atau 
warisan budaya 
tertentu yang 
dimiHki 
masyarakat 
setempat 

• Loka.si tidak 
memiliki 
potensi sosial, 
ekonomi dan 
budaya tinggi 
untuk 
dikembangkan 
atau dipelihara 

1 Format · 
Isian, 
Observasi 

II.3. FORMULAS! PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI DAN 
SKALA PRIORITAS PENANGANAN 

60-80 Kumuh Berat 

11-15 Pertlmbangan 
lain tin . 

x x x x x x 
x x x x x x 

x x x x x x 

1-5 Pertimbangan 
lain rendah 

6-10 Pertimbangan 
lain sedan 

(+} Status tanah legal 
(-) Status tanah 

tidak 1 

38-59 Kum.uh Sedang 
16-37 Kumuh Ringan 
J�i�T��-.; 



I.,AMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"'A UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2O2OTANGGAL 17 DESEMBER2O2O
TENTANG

DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
KUMUH

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

III.1. FORMAT KEPUTUSAN KEPAI.A DAERAH

BUPATI TORA"'A UTARA
PROVINSI SULAWESI SEI,ATAN

KEPUTUSAN BUPATI TORA"'A UTARA
NOMOR..........

TENTANG

PENEf,APAN IPKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN TORA"'A UTARA

BUPATI TOR/C"rA UTARA

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinegal den
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;

b. bahwa kualitas
kumuhdan

tangung jawab Pemerintah Daerah
penetapan lokasi perumahan kumuh dan

permukirnan kumuh yang didatrului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2O1l tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan
klrmuh wajib dilakrkon

Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, hunrf b dan huruf c perlu

Keputusan Bupati tentang Penetapan

Lokssi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

LAMPIRAN III 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 8 TAHON 2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020 
TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI 
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

III.I. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 

BUPATI TORAJA UTARA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA 
NOMOR . 

TENTANG 

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 
DI KABUPATEN TORAJA UTARA 

BUPATI TORAJA UTARA 

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan 
mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat; 

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh 
merupakan tanggung jawab Pemerinta.h Daerah 
berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh yang didahului proses pendataan; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan 
permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah 
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh; 



Mengrngat

l\fanafanlzan.r.vrav BIr.LBr.

KESATU

KEDUA

KETIGA

: 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Talrun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2}lt tentang
Perumahandan I(awasan permukiman (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOll Nomor T,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5i88i;

3. Undang-Undang Nomor L2 Tatrun zOLt tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZALL
Nomor 82, Tambahan iembaran iriegara Repubiik
Indonesia Nomor S%al;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Repubtik
Indonesia'T'ahun 20 i4 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor SSBT);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan
Rakyat Nomor \4/PRT/M / ?OLB tentang pencegahan

dan Peningkatan Kualitas ?erhadap Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh;

MEMUTUSKAN

KEPLITI-ISAN BUPATI TORAJA UTARA, TENTANG
PENETAPAN ICIKASI PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TORA"IA UTARA

Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
merupakan satuari perumahan dan pen:rukiman dalam
lingkup wilayah Kabupaten Toraja Utara yang dinilai tidak
laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tirrgd, dan kualitas bangunan
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;

lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran
masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan
Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumatran Rakyat Nomor
|4/PRT/M l20l8 tentang Pencegahan dan Peningfuatan
Kualitas Terhadap Perumatran Kumuh Dan Permukiman
Kumuh;

: Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Tora-ia Utara ditetapkan sebagai dasar
penJrusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatarr
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di

Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

: 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang 
Perumahandan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
r-1 nn\. "lOOJ; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan 
dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh 
Dan Permukiman Kumuh; 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARJ.\ TENTANG 
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN TORAJA UTARA 

: Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 
merunakan satuan ne ..... ,,�nhn- '"1n....,, nermukiman rlnln� ,&.\.,.l u.p� .l.1 CU.U.Q..L.l p .1 U..L.L.LQ..L.LQ..L.L UGU..l P'-' .L.L.LU..n..L .LGU..L \.LQ..LGU..L.L 

lingkup wilayah Kabupaten Toraja Utara yang dinilai tidak 
laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan 
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat; 

: Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 
ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran 
masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan 
Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman 
Kum uh; 

: Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di 
Kabupaten Toraja Utara ditetapkan sebagai dasar 
penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan 
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETT'JUH

Kabupaten Torqia Utara, yang merupakan komitmen
Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional
Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini
Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

: Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Toraja Utana meliputi sejumlah
(terbilang.......) lokasi, di..... {terbilarlS........l kecamatan,
dengan luas total sebesar...... (terbi\ang.........,..,) hek+.ar;

: Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja Utara
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran lpkasi
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di
Kabupaten Toraja Utara dirinci lebih lanjut dalam
lamphan II; serta Profil tokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupa.ten Torqja Utara dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana kstiga lampiran
tersebut merupakan baSan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Bupati ini;

: Berdasarkan Penetapan lokasi Perumahan Kumuh Dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja Utara ini, maka
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk
melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan
sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang
perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :ooooooooor:oor
pada tanggal )ooooooomsoo(

BUPATI TORA"'A UTARA,

W

KEEMPAT 

KE LIMA 

KEEN AM 

KETUJUH 

Kabupaten Toraja Utara, yang merupakan komitmen 
Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional 
Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini 
Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh; 

: Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di 
Kabupaten Toraja Utara meliputi sejumlah 
(terbilang ) lokasi, di (terbilang ) kecamatan, 
dengan luas total sebesar (terbilang ) hektar; 

: Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh 
Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja Utara 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I; Peta Sebaran Lokasi 
Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di 
Kabupaten Toraja Utara dirinci lebih lanjut dalam 
La.mpiran II; serta Profil Lokasi Perumahan Kumuh Dan 
Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja Utara dirinci 
lebih lanjut dalam Lampiran III, dimana ketiga lampiran 
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Keputusan Bupati ini; 

: Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan 
Permukiman Kumuh di Kabupaten Toraja Utara ini, maka 
Pemerintah Daerah berkomitmen untuk untuk 
melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh 
Dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan 
sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang 
perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah 
Provinsi dan Pemerintah; 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di xxxxxxxxxxxxx 
pada tanggal xxxxxxxxxxxxx 

BUPATI TORAJA UTARA, 



NO
LCIKASI

Singki

LUAS
(HA)

LINGKUP ADI MINISTRATTF KEPENDUDUKAN KOORDII'IAT KEKUMUHAN PI'RT.LAIN LEGAI,JT,{,S
TANAH

PRII]RI
T,qSRr/

RW
l<ELl
DESA

KECI
DISTRIK

JML KI'PA
DATAN

LINT
ANG

BUJUR NIL
AI

TINGK
AT

NILPTI TTNGK
AT

1 1.65 0o1/
001

SinSki Rantepao 1L9 72 2058',
14.1
3"S

119'53',
47.29"
E

19 flingan 11 Tinggi Legal c1

2 Salosro 7.96 001/
ooo

Salosn Rantepao 186 23 2058'
2t.o
8',S

11
37
E

9052'
1s',

30 Ringan 7 Sedang Legal C3

3
4
5
dst

III.2. FORMAT TABEL DAF"TA]? I.OKASI

Mengetahui,
Tim Verilikasi Pusat Tim Verifikasi Prorlinsi

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
(Bidang Perumahan dan Kerwasan Permukiman)

Orgrrnisasi Perangl<at Daerah Kalt
(Bidang Perumahan dan Kawasan
Perrnukiman)

111.2. FORMAT TABEL DAFTAR WKASI 

NO NAMA LUAS LINGKUP ADMINISTRATIF KEPENDUDUKAN KOORDINAT KEKUMUHAN PJ�RT.LAIN LEGALITAS PRIORI 
LO KASI (HA) Irr/ KEL/ KEC/ JML KEPA LINT BUJUR NIL TIN GK NJLJlu TIN GK TANAH TAS 

RW DESA DISTRIK DATAN ANG AI AT AT 
1 Singki 1.65 001/ Singk:i Rantepao 119 72 2°58' 119°53' 19 Ringan 11 Tinggi Legal Cl 

001 14.1 47.29" 
3"S E 

2 Salo so 7.96 001/ Saloso Rantepao 186 23 2°58' 119°52' 30 Ringan 7 Se dang Legal C3 
000 21.0 37.15° 

8"S E 
3 
4 
5 
dst 

Mengetahui, 
Tim Verifikasi Pusat Tim Verifikasi Provinsi 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi 
(Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) 

Organisasi Perangkat Daerah Kah 
(Bidang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman) 



III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI

Keterangan Koordinat
(Lintang & Bujur)

Gasis Koord-inat
(Lintang & Bujur)

Keterangan Lampiran SK
Kepala Daerah

Ju4r=r!.P"+t+.

Ska1a, Orientasi, Proyeksi
Sistem Grid. Datum

Keterangan sumber peta.

Keterangan Legenda

Lambang dan Nama
Kabupaten

Tanda Tangan Kepala Daerah

Peta Inset

PETAINSET \ 
\ \
\\KTIMTIH

KUilI,II
IPKASI PERMUKIMAN

I}TARA

ffi

BUPATI TORA.IA

trd
TJtI

trt. r*fri,ffi.r1*ti&4:
ktr* l#Lary
F*St ... ?1ffY.ryY**,&a#&s!ffi

SUMBER PBTA

,/r"r*oo
I

I
PEMERITTAII KAIIUPATDN
TORA^'A UTARA

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI 

I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I I 
I 
I I 
I I 
I 

·-·····-···················-' --'--·----·--·-- 

PETA INSET 

I n ·. PEMERINTAJI KADUPATEN \ I I 
. . . TORAJA lJTARA 

L_J I 

I BUPATI TORAJA UTJ\RA \ 

I� 

Keterangan Koordinat 
(Lintang & Bujur) 

Keterangan Legenda 

GAril'I KoorriinAt 
(Lintang & Bujur) 

Keterangan Lampiran SK 
Kepala Daerah 

Skala, Orientasi, Proyeksi, 
Sistem Grid, Datum 

Lam��:!a�aJllO. · 1- - 
__ -_ ·····---\ 

_T_an_d_a_Tan_g_ an_K_e_pal_a_na_e_ rah-h \ 

1--- 
P_e_ ta_I_ ns_e_ t __ -----1h \ \ 

I 
I 

\ 

I : 
I,-� ! -----�- ,�---- .1 _- __ ,_,- n, _- ,1_- _P_P- _.fa ....___,I /7 ' -1...__ _ ____., 

II I I I /...-------1....___K_ ,..eteran_ gan s_ umbe_ r peta.....----1 

/_I/) .... l f 
I I I /l 

I I I I 
I I I I 

SUMBERPETA 

I 
I I 

I I 
I I 
I I 
II � 
l�------- 
I I 
I I 

I 
I 
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LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORA"IA UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2O2O TANGGAL 17 DESEMBER 2A2O
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

D. FORMAT PENILAI.AN HASTL PENINJAUAN UI"ANG

Provinsi
Itub. /Kota
Kecamatan
Kawasan

Luas SK
Luas Verifikasi
Jumlah Bangunan
Jumlah Penduduk
Jumlah KK

Ha
Ha
Unit
Jiwa
KK

5

bangunan
pada lokasi
tidak
memiliki

Unit Unit Unit

Bangunarr
Gedung

a.
Bangunan

1

bangunan
pada lokasi
tidak
memiliki

3

LAMPIRaN IV 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA 
NOMOR 8 TAHUN 2020 TANGGAL 17 DESEMBER 2020 
TENT ANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

D. FORMAT PENILAIAN HASIL PENINJAUAN ULANG 

Provinsi = 
Kab. /Kota = 
Kecamatan = 
Kawasan = 

Luas SK 
Luas Verifikasi 
Jumlah Bangunan 
Jumlah Penduduk 
Jumlah KK 

= 
= 
= 
= 
= 

Ha 
Ha 
Unit 
Jiwa 
KK 

1. Kondisi 
Bangunan 
Gedung 

a. Ketidakteraturan 76%-100% 
Bangunan bangunan 

pada lokasi 
tidak 
memiliki 
keteraturan 
51%-75% 
ban gun an 
pada lokasi 
tidak 
memiliki 
keteraturan 

5 

3 

Unit Unit Unit 



Iftileria Parameter

s
k
o
i

Kondisi Auzal , PenangAnan Tahurr (T+ttf Kondisi Akhir
{T+NI

Ferubahan
'finglcat

IGkumuhan

Sat Yo Nilai
,, Hasil penangqngn

Sat
I

NilaiInfrasffuktur Vol Sat
25o/o'3Oo/o
bangunan
pada lokasi
tidak
memiliki
keteraturan

1

b. Kepadatan
Bangunan

760/o - 10O9/o

bangunan
memiliki
kepadatan
tidak sesuai
ketentuan

5 Ha H:r Ha

Slolo-75o/o
bangunan
memiliki
kepadatan
tidak sesuai
ketentuan

3

25o/o-50o/o
bangunan
memiliki
kepadatan
tidak sesuai

1

c. Ketidaksesuaian
dengarr
Persyaratan Teknis
Bangunan

bangunan
pada lokasi
tidak
memenuhi
persyaratan
teknis

5 Unit Unit Unit

Kondisi Akhir Peru bah an 
an Tahun (T+N) ('T+N) Tingkat 

-Kekumuhan ·- 
Penanganan 

Vol Sat % Nilai ktur Vol Sat 
·- 

-- -- - -- 

Ha Ha 

·- -- 

Unit Unit 

- .. _._._ 1...---------- 

Basil 
nfrastru 

Penangan 
··-- 

s Kondisi Awa! 

teria Parameter k 
0 
r Vol Sat % Nilai - I 

25%-50% - 
bangunan 
pada lokasi 1 tidak 
memiliki 
keteraturan 

tan 76%- 100% 
bangunan 
memiliki 5 kepadatan Ha 
tidak sesuai 
ketentuan -· 51%-75% 
bangunan 
memiliki 3 kepadatan 
tidak sesuai 
ketentuan 
25%-50% 
bangunan 
memiliki 1 kepadatan 
tidak sesuai 
ketentuan 

sesuaian 76%- 100% 
bangunan 

an Teknis pada lokasi 
n tidak 5 Unit 

memenuhi 
persyaratan 
teknis 

Kri 

c. Ketidak 
dengan 
Persyarat 
Banguna 

b. Kepada 
Bangunan 

Aspek 



s
k
o
r

Itundisi Aural Penanganan Tatrun {T+N}
Kondisi Akhir Fenrbahqrt

Tinglrqt
Kekurnuhan

Vol Sat o/o Nilai
Hasil

Sq't

5lo/o - 75o/o

bangunan
pada lokasi
tidak
memenuhi
persyeratan
teknis

3

25o/o - S0 /o

bangunan
pada lokasi
tidak
meme:nuhi
perSya,ratan
teknis

I

\sltr l: I l.r:r.t.ilit:,t, (,r'rlit:ll:. 1( ) I \1.
1,"\l \ l.t\r \

o.oo
o.()( )

o.()o
().o( )

:2. Kc,ndisi
JaIart
.Lingkungan

a. Cakupan
pelayanan jalan
lingkungan

760/o - 100P./o

area tidak
terlayrmi
oleh jaringan
jalan
linskunsan

5 m' m.' m'

5lo/o'75o/o
area tidak
terlayani
oleh jeringan
jalan
linekunsan

3

25o/o - 5Oo/o

area tidak
terlaycrni
oleh ierrinean

I

----------------------·- -··- --- 

Perubahan 
Tingkat 

Kekumuhan 

Nilai Sat .% 

Kondisi Akhir 
('T+N) an Tahun (T+N) 

Penanganan 
tur Vol S_a_t r: -1 Vol 

s Kondisi Awa! Penangan 
Parameter k 

0 Hasil 
r Vol Sat % Nilai !-,--- :--- 

Infrastruk 
51% - 75% 

...._. 

bangunan I pada lokasi 
tidak 3 
memenuhi 
persyaratan 
teknis 
25%- 50% 
bangunan 
pada lokasi 
tidak 1 
memenuhi 
persyaratan 
teknis 

Kriteria . Aspek 

\":,t !. l L,1,,�lll ,,r ( J('C:t,'1'-'. l (!I\!. (l.(J(l f).f)(J 

lnl\l\\'.\ 0.()(l l),()IJ 

2. Kondis:i 
,Jalan 
Lingkungan 

a.Cakupan 
pelayanan jalan 
lingkungan 

76%- 100% 
area tidak 
terlayani 5 oleh jaringan m' m' m' 
jalan 
lin ungan 
51% - 75% 
area tidak 
terlayani 3 oleh jaringan 
jalan 
lin ungan 
25% - 50% 
area tidak 1 terlayani 
oleh ·aringan 



Kondiei

%Vol Sat
!,{asii

s
k
o
r

Iftiteria

jalan
lingkungan

Nila-i

760/o - 100P./o

area
memiliki
kualitas
permukaan
jalan 5'3119
buruk

5

51o/o - 75o/o

afea
memiliki
kualitas
permukaan
jalan 5'3119
buruk

3

b. Kualitas
Permukaan Jetlan
lingkungan

25o/o - 5@/o
area
memiliki
kualitas
permukaan
jalan 3'ang
buruk

1

m' m' m'

3. Kondisi
.Fenyediaan
Air Minum

a. Ketersediaan
Akses Aman Air
Minum

75o/o - 10O%
Populasi
tidak dapat
mengerkses
air minum
vanq afilan

5 KK KI( KK

I( )1,\1.
ti.\1,\ li\1.'\

(),()()
().o()

o.{)()
().o( )

1 : i',r']i, I l r I: I I r I - i t r r,,1.. Lt r I 1.,,. r I r

Penanganan Tatrurl

Inftastruktur Vol

Kondisi Akhir Perubahan 
1 (T+N) (T+N} Tingkat 

Kekumuhatt 
.... 

an 
Sat Vol Sat % Nila.i 

m' m' 

Basil Penangan 
nfrastruktur Vol 

Penanganan Tahur s Kondisi Awal 
Parameter k ':: -, 

0 
r Vol Sat % Nilai I 

..._ 
jalan 

---- �ngkungan 
76% - 100% 

uan area 
memiliki 
kualitas 5 m' 
permukaan 
jalan yang 
buruk 
51%- 75% 
area 
memiliki 
kualitas 3 
permukaan 
jalan yang 
buruk 
25%- 500/o 
area 
memiliki 
kualitas 1 
permukaan 
jalan yang 
buruk 

Kriteria 

b. Kualitas 
Permukaan Ji 
lingkungan 

.\...,p!'k .1,11(111 L1t1",kt1r1:2,.1r1 I< l I 1\L 0,(l<l (l,!HJ 
I�\!,\ !�.\Ii\ r),O(l ().()() 

3. Kondisi 
Penyediaan 
Air Minum 

a. Ketersediaan 
Akses Aman Air 
Min um 

76%- 100% 
Populasi 
tidak dapat 
mengakses 
air minum 
vana aman 

5 KK KK KK 



5lo/o - 75o/o

Populasi
tidak dapat
mengElksesr
air mi:num

emlan.

3

"li,
O',

r: t,'
-:!l:

25o/o - 5,ff/o
Populasi
tidak rlapat
rnenggdrses
air minum
vang aman.

1

76o/a - 10S/o
Populasi
tidak
terpenuhi
kebutuhan
alr minum
minimalnva

5

5to/o'75o/o
Populasi
tidak
terpen.uhi
kebutuhan
air mi:num
minimalnva

3

b. Tidak
terpnnuhinya
kebutuhern air
minum

23o/o'5ff/o
Populasi
tidak
terpen.uhi
kebuttrhan

1

KK KK KK

. Nilai 0 
:r · Vol 

Kondisi Akhir . Pet1.1l:>al1an . 
S K9ndisi Awai Penanganan 'falnm ('f ��) Tinglcat 
i(l'-'-,-,.;....-,:--,--,;-.-..,..;.;...;...,..,r-..__..:.. ··.�""'"" (T+ N) .. '· • K:ekumuh�- 

· .. L •Nil : .' .cu .·,· .· . . . · -. :. �l��il Pen�:ng�� : :·... .···:."- . ' ,o .l· .. Sa t . Q/0 . 
. Sat : L % � In(rai;fru.ktur Vol . Sa.t v· Y( 

1 

5 

3 

--·�f--------+---1-·----4- .. '--------- 

KK KK KK 

51%- 75% 
Populasi 
tidak dapat 
mengakses 
air mi:num 
ang �_un_an_·--1-·----< 

25%- 50% 
Populasi 
tidak dapat 
mengakses 
airminum 
ang�unan 

76% - 100%1 
Populasi 
tidak 
terpenuhi 
kebutuhan 
airminum 
minimalny:_ a---1-� 
51% - 75% 
Populasi 
tidak 
terpenuhi 3 
kebutuhan 

b. Tidak ---- 
terpenuhinya 
kebutuhan air 
min um 

air minum 
minimalny:_ a---1--� 
25% - 500/o 
Populasi l tidak 1 
terpenuhi 

. kebutuhan 
----·--• N-i...-. ..._._,.._ __.__. _ 



Kond.isi Akfiir
. ,(T+N|

Penarlgia/lan Tahun (T+N)Kondisi Au'al

Uasil Pe'nl . '

VolInfrastrukhrr

s
k
o
r NilaiNilai

Kriteria

air minum
minimalnya

Aspek

drainase
lingkungan
tidak
terhubung
dengan
hirarki di

760/o - 7

5

5lo/o - 7
area terjadi
genang€ul>
30cm,>2
jam > 2x
setatrun

3

HaHa

1

Ha

25o/" - Sff/o
area terjadi
genangan >

30cm,>2
jam> 2x
setahun

Mengalirl<an
Limpasan Air

m'm.'m'

760/o - 10ff/o
area tidak
tersedia
drainase
lingkungan

5

.4. Kc,ndisi

.Drainase

.Linglcungan

b.Ketidaktersediaarr
Drainase

I ( )l \1.

l.t\l,\ i.l.\Ir\
o.{ )o
( l.o( )

r),1 )()

{ ).r )()
\sitr',.. i','1. ''tii,r,rtr .'\Lt ^.1ir rlitt

Kondisi Akhir 
(T+N) 

Nila.i 

Perubahan 
Tingkat 

KekumuhaI3:_ 

% Sat 

anTahun (T+N) 

Penanganan 
·--,.---,-----i Vol 

ktur Vol Sat 

s Kondisi Awa! Penangan 
Parameter k 

0 Hasil 
r Vol Sat % Nilai lnfrastru 

air minum ----- 

Kriteria Aspek 

al 
\sr1< : •• :)1·11\ ,·di,,•'! ·\11 '.111 \Jill I ()] ,\I. (),()() (),()() 

l,'\I \ j,._'\I/\ ().()() Ii.I)() 

m' 

Ha 

m' 

Ha Ha 

m' 

tidakmampuan 76%- 100% 
galirkan drainase 
pasan Air lingkungan 

tidak 
5 tcrhubung 

dengan 
hirarki di 
atasn_ya 
51% - 75% 
area terjadi 
genangan > 3 30 cm,> 2 
jam> 2x 
setahun 
25% -·500/o 
area terjadi 
genangan > 
30 cm,> 2 1 
jam> 2x 
setahun 

tidaktersediaan 76%- 100% 
1ase area tidak 

tersedia 
5 drainase 

lingkungan 

a.Ke 
Men 
Lim 

b.Ke 
Drair 

4. Kcindisi 
Drainase 
Lingkungan 



area tidak
tersedia
drainase

5lo/o - 7

. f,,',
t:-i

3

25o/o'50o/o
area tidak
tersedia
drainase
linsLunsan

1

r:r. S-0t :

"i l','.i,,. ,

: N,iloi,

760/o - 100%
area
memiliki
kualitas
konstruksi
drainase
linglungan
buruk

5

1lo/o'75o/o
area
rnemiliki
kualitas
konstruksi
drainase
lingkungan
buruk

3

c. Kualitas
Konsltruksi
Drainase

25o/o - SOYo
area
memiliki
kualitas
konstruksi
drainase

1

m' m' mt

. I<titeria · Parameter 

m' m' 

-+---1------lr------ 

m' 

1 

3 

5 

51% - 75% 
area tidak 
tersedia 
drainase 
lin kungar_1_ --1--� 

25%- 50% 
area tidak 
tersedia 
drainase 
lingkungarL 
76%- 100% 
area 
memiliki 
kualitas 
konstruksi 
drainase 
lingkungan 
buruk 

c. Kualita�-- 
Konstruksi 
Drainase 

51% - 75% 
area 
memiliki 
kualitas 
konstruksi 
drainase 
lingkungan 
buruk 

3 

1 

_____ _._ __ ,__ __ .,_ 

25%- 50% 
area 
memiliki 
kualitas 
konstruksi 
drainase 



Aspek Kriteria Parameter

s
k
o
r

Kondisi Awal Penanganan Tahun' (T+ N)
Penrbahan

Tingkat
Kekumuhan

Vol Sat 'o/o Nilai' Vol Sat Nilai
Infuiltruktur Vol Sat

lingkungan
buruk

.'\sitr i: r)r'; iiirl,s,' -,tllr.i..i r'rr,rr; i()i 'rl.

i.'\L \ r''\i \
().()()

o.{)()

( ).( )( )

().1)()

5. Kondisl
Fengelola;arr
Air Limbah

a. Sistem
Pengelolaan Air
Limbah Tidak
Sesuai Stander
Tekrds

760/o - 10O%
area
memiliki
sisterrr air
limbah yang
tidak sesuai
standar
teknis

5
KK KK KK

5lo/o - 75o/o
area
memiliki
sistem air
limbah yang
tidak sesuai
standar
teknis

3

25o/o - 5@/o
area
memiliki
sisterL air
limbah yang
tidak sesuai
standar
teknis

I

---- .----- Pe:rubahan Kond.isi Akhir s Kondisi Awal Penanganan Tahun (T+ N) (T+N) Tingkat 

Aspek Kriteria Parameter k Kekumuhan 
0 Hasil Penanganan 
r Vol Sat % Nilai Infrastruktur Vol Sat Vol Sat % Nilai 

lingkungan 
buruk 

a. Sistem 
Pengelola.an Air area 
Limbah Tidak memiliki 
Sesuai Standar sistem air KK KK KK 
Teknis limbahyang 5 

tidak sesuai 
standar 
teknis 

51%- 75% 
area 
memiliki 
sistem air 
limbahyang 3 
tidak sesuai 
standar 
teknis 

25%- 50% 
area 
memiliki 
sistem air 
limbahyang 1 
tidak sesuai 
standar 
teknis 

---- -------- ---- ---- ---- 
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760/o - 1004/o
anea
memiliki
srrpras air
limbah tidak
s{}suai
dengan
persyaratan
teknis

5

5lo/o'75o/o
area
memiliki
$rrpras air
limbah tidetk
s{:suai.
dengan
persvarata:n
teknis

3

b. Prasarana dan
Sarana Pengellolaarn
Air l",imbah Ti{tak
Sesuai dengarr
Persyaralan Teknis

25o/a - 50f/o
anea
rrcmiliki
srrpras air
limbah tidtrk
slsuai
dengan
persya.rata:n
teknis

1

KK KK KK

Il' \1.
r.l.\i \ li,\1.,\

().oo
().()( )

o.i )( )

().{)()
\sytt'1. l'r't t{i'lriirr; l I -\ j:- Lit i ri rlr I r

Nilai 

rubahan 
Tingkat 
kumuhan 

Kondisi Akhir Pe 
an Tahun (T+N} (T+N} Ke 
Penanganan 

Vol Sat % tur Vol Sat 
-· 

KK KK 

s Kondisi Awai Penangan 
Parameter k 

0 HasU·: 
r Vol Sat % Nilai Infrastruk .. 

--- --- 76% - 100%> 
area 
memiliki 
sarpras air KK 
limbah tidak 5 sesuai 
dengan 
persyaratan 
teknis 

'-------- 
51% - 75% 
area 
memiliki 
sarpras air 
limbah tidak 3 sesuai 
dengan 
persyaratan 
teknis 
- 
25%- 50% 
area 
memiliki 
sarpras air 
limbah tidak 1 sesuai 
dengan 
persyarata:n 
teknis 

- . , . ; � 
b. Prasar.ana dan 
Sarana P.engellolaan 
Air Limbah Tidak 
Sesuai dengan 
Persyaratan Teknis 

Kriteria Aspek 

,\s1wk i)('lJ�('lol,1.\11 .\1r [,1;11li,1h : ( f: \l, ().()() OJ)I) 

l�,\l.\-1�:\IA 0,0() OJ)() 



Itundisi Akhir
tT+N)

5

- L00P/o

mr:miliki

tidak

3

lo/o 'i'$o/o
memiliki

tidak

KKKKKK

1

- !i08/o
memiliki

tidak
uhi

a. Prasarana dan
Sarana
Persampr*tan
Tidak Sesuai
dengan
pers'yaratan Teknis

5
memiliki
-1.b. Sistem

o/o

Vol
I(riteri,a

b. Sistem _ 
Pengelola.an __ 

·-- Perubahan Kondisi Akhir isi Awai Penanganan Tahun (T+ N) ff+N) Tingkat .. 
Kekumuh�- 

% Nilai 
Hasil Penanganan 

Vol Sat % Nilai Infrastruktur Vol Sat 
·- 

KK KK 

·- 

-- ··- 

KK 

Sat 

.ond s k 
.' k meter 

0 
r Vol 

100% 
emiliki I s 

olaan 
pahan 5 dak 
uhi I 

a tan 

75% 
emiliki 

... 
I 

,Iaan 
pahan 3 dak 
uhi 
a tan 

;0% 
erniliki 
i 

,Iaan 
pahan 1 iak 
uhi 
a tan 

.00% 5 emiliki 

Para Kriteria Aspek 

t-:----"'-��"---J.---------- 
. Kondisi a. Prasarana clan 
engelolaan Sarana 
ersampah.an Persampahan 

Tidak Sesuai 
dengan 
persyaratan Teknis 



Kriteria Pafameter'
.

S
k
,o

,"

Kondisi Aun6l Penangan an TahurL {T+N}

Vol

KI(

Kond^isi Aktrir, t(f*n)
Perubahan

Tingkat
Kekumuhan

Vol Nilai Sat o/o Nilai

Persampahan yang
tidak sesuai
Standar Teknis

$stem
rersampahem
:idak sesuai
*andar

KK KK

31o/o - 75o/o
arr:a memiliki
sistem
persampahan
tidak sesuai
standar'

3

25o/o - SO%i

uea memiliki
sistem
persampahan
tidak s:suai
*andar

1

\spt l. 1'r tlr1r'lol;r;iir Srr rllrlr Itlt .1 
I

li\1.\ ii\1.,\
( ).o()

1).()()

().(){)

o.()o
7. Kondisi
Proteksi
Kebakaran

a.Ketidaktersediaan
Prasarana Proteksi
Kebakaran

760/o - LOWo
area tidak
memiliki
prasarana
proteksi
kebakaran

5 Unit Unit Unit

5lo/o - 75o/o
area tidak
memiliki
Drasan'ana

3

Kondisi Akhir Perubahan 
1 (T+N) (T+N) Tingkat 

Kekumuhan._ 
an Vol Sat % Nilai Sat 

·- 
KK KK 

Penangan.an Tahur 

Hasil Penangan 
% Nilai -·----·- lnfrastruktur Vol 

KK 

Sat 

Kondisi Awai s 
r k 

·- _ � I Vol _ 

Lil I 

ki 

Lil 3 

ki 

Lil 1 

Paramete 

1% - 75% 
ea memili 

istem 
ersarnpahs 

idak SCSUaJ 
tandar 

5%- SO% 
ea memili 

istem 
ersampahs 

idak sesuai 

Kriteria 

Persampahan yang 
tidak sesuai 
Standar Teknis 

Aspek 

,\<.;1wk !1t't1�t·lol:i.111 �.1111p,1'1 I ( l I .\I (),()(\ ().(JO 
I�\ I.\ !�.\I;\ !l.(Hl !J,!JO 

7. Kondisi 
Proteksi 
Kebakaran 

a. Ketidaktersediaan 
Prasarana Proteksi 
Kebakaran 

76% - 100<:1/o 
area tidak 
memiliki 
prasarana 
proteksi 
kebakaran 

5 Unit Unit Unit 

51%- 75% 
area tidak 
memiliki 
nrasarana 

3 



Aspek Kriteria Farameter

s
k
o
r

Itondisi Ar*qal Penanganan Tatrun (T+N) Kondisi Akhir
(T+Nl

Perubshan
Tingkat

Kekumuhan

Vol Sat Yo Nilai
Hasil knanganan

Vol Sat o/o Nilailnfrastruktur Vol
proteksi
kebakaran

254/o - Sff/o
area tidak
memiliki
prasa.rana
proteksi
kebakaran

I

b. Ketida.k terse:diaan
Sarana H:oteksi
Kebakaran

760/o - l00l/o
area tidak
memiliki
sarana
proteksi
kebakaran

5 Unit Unit Unit.

SLo/o - 75o/o
area tidak
memiliki
saranrl
proteksi
kebakaran

3

25o/o - 5ff/o
area tidak
memiliki
saranil
proteksi
kebakararr

I

,\sltllt l'l rtlr'l..si lit l;,;rl..r,r;rrr l( ) i \1.

li\l \ ]i\t:\
r).{l()
( ) ( )( )

o.()o
o.oo

-- 
Kondisi Akhir Perubahan 

siAwal Penangan.an Tahun (T+N) (T+N) Tingkat 
Kekumuhan 

% Nilai 
Hasil Penanganan 

Vol Sat O/o Nilai Infrastruktur Vol Sat 
----·--·---'--- 

Unit Unit 

Sat 

Unit 

Kon di s 
r k 

0 
r Vol 

1 

.Vo 

5 

3 

1 

Paramete 

proteksi 
kebakaran 

25%- 50% 
area tidak 
memiliki 
prasarana 
proteksi 
kebakaran 

51%- 75% 
area tidak 
memiliki 
saran a 
proteksi 
kebakaran 

25% - 500/o 
area tidak 
memiliki 
saran a 
proteksi 
kebakaran 

Kriteria 

b.Ketidaktersediaan 76% - 10oc 
Sarana Proteksi area tidak 
Kebakaran memiliki 

saran a 
proteksi 
kebakaran 

Aspek 

1\sp<·k l'tcJl<'l,'-.i h..<·i),1k,·1,111 !(JI \I (J.(J(l O.!Hl 
I\.\I \I\\!·\ !l.!>fl o.on 



TOTAL
NILAI

TINGKAT
KEKUMUHAN

RATA.RATA KEIruMUHAN
SEKTORAL

KOITTRIBUSI PENANGANAN KOITTRIBUSI PDNANC}ANAN

TOTAL
NIIAI

Kekumu
han

UTARA,

7l-95 |((riJtf,lllrsvtri
r+5-70 xtrifrIlEffi-
19-44 I lil.iIrlliliIIIfcIIfl
<19 TIDN( KT,MUH

.,ri ih x,

.. ,, 

71-95 KUMUH BERAT 

TOTAL 
NILAI 

TINGKAT 
KEKUMLIHAN 

RATA-RATA KEKUMUHAN 
SEKTORAL -------------+----t 
KONTRIBUSIPENANOANAN 

TOTAL 
NI LAI 

Tingkat 
Kekumu 

han 
RATA-RATA KEKUMUHAN 
SEKTORAL 

.KONTRIBUSIPENANOANAN 

45-70 KUMUH SEDANG 
19-44 KUMUH RINGAN 
�1_9 ..__TIDAK KUMUH 

I ' 1 ' , •' I / I I 1 • , 1 

f 11' I I I ) 1 i l ' ,/ / 


